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BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM
1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di Bagian Barat Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk
berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan
Ibukota Pangkalan Bun.

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pemekaran
wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pemekaran Wilayah seluas 10.759 Km? atau sekitar 6,21 % dari luas
wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terletak antara 110°05°26” sampai
112°50°36” Bujur Timur dan antara 1°19°35” sampai 3°36°59” Lintang
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

» Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
» Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
» Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

» Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km? terdiri dari 6
(enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan

Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan
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terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Jumlah desa dan

kelurahan pada akhir tahun 2013 adalah 94 dengan rincian 81 Desa dan 13

Kelurahan.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Persentase Luas

Kecamatan Luas (KM?%)
Terhadap Kabupaten
1. Arut Selatan | 2.400 2231
2. Kumai : 2921 27,15
3. Kotawaringin Lama 1.218 11,32
4. Arut Utara : 2.685 24,96
5. Pangkalan Lada 229 3,08
6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21
KOTAWARINGIN BARAT 10.759 100

Sumber Data : Kobar dalam angka Tahun 2013

Adapun wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat secara

spesial dapat dilihat lebih jelas pada berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17, 18, 19,

20 dan 21 Tahun 2008.

Pembentukan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan pada :

1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang —undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

]

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan [embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang -~ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara republik Indonesia Nomor 4355) ;

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 82

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang —
Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nombr 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pengaturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 694) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17, 18, 19, 20
dan 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2008, Nomor 17, 18, 19, 20 dan 21, Tambahan Lembaran
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 3) ;

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 7 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2012 Noinor 36).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut diatas memiliki 29 (dua puluh sembilan) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana pemerintahan dan
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Dari table di atas pula terlihat bahwa pegawai dengan ijasah Diploma
IV hingga Strata 1 berjumlah paling banyak, artinya sumberdaya manusia
di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup memadai
dilihat dan tingkat pendidikannya, sehingga semestinya dalam
pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih
baik. Ditambah lagi adanya pendidikan dan pelatihan bagi

masing-masing pegawai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. DATA FOKUS PENELITIAN
Penulis akan membahas hasil penelitian ini dibagi sesuai dengan lokasi
penelitian dengan hasil sebagai berikut :
1. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat
a) Kedudukan
Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur
staf teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dan,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun
2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang
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dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor 28 Tahun 2009.

b) Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
“ Menuju Pegawai Negeri Sipil Profesional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat menetapkan misi, sebagai berikut :
a. Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui
Pendidikan dan atau Pelatihan.
b. Penataan dan pengembangan PNS berbasis kompetensi.
c. Peningkatan pembinaan PNS melalui penegakan disiplin dan
pelayanan administrasi kesejahteraan.
¢) Infrastruktur
Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas

tanah sebesar 5561 M2 dengan beberapa infrastruktur, antara lain :

1. Bangunan Gedung Kantor = 1 buah
2. Bangunan Gedung Pertemuan (aula) = 1 buah
3. Bangunan Musholla = 1 buah
4. Bangunan tempat parkir = 2 buah
5. Bangunan Tempat Wudhu+WC = 1 buah
6. Bangunan Gudang dan Arsip = 1 buah
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 94
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d) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi,
Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian :

a. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kotawaringin Barat.

b. Membantu  Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen
Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu upaya meningkatkan
efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme,
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan  dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Fungsi Badan Kepegawaian :
Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
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Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah
di bidang Kepegawaian.

Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah.
Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian
daerah.

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural atau fungsional.

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

10. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan

Kepegawaian Negara.

e) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Kobar terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan ;

b. Sub Bagian Keuangan ; dan
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¢. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Kepala Bidang Diklat, membawahi :
a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional ;
b. Sub Bidang Pengembangan Diklat.
4. Kepala Bidang Mutasi dan Data, membawahi :
a. Sub Bidang Mutasi ;
b. Sub Bidang Data dan Informasi.
5. Kepala Bidang Pengembangan, membawahi :
a. Sub Bidang Jabatan;
b. Sub Bidang Formasi.
6. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, membawahi :
a. Sub Bidang Disiplin;

b. Sub Bidang Kesejahteraan.

C. FOKUS PENELITIAN PERTAMA

1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Kepegawaian yang
Berhubungan dengan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pada

PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien di
bidang manajemen kepegawaian maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai peraturan tersebut dapat

dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat di
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lingkungan Badan Kepegawaian kabupaten Kotawaringin Barat adalah
sebagai berikut :
1) Kepala Badan Kepegawaian
Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
mempunyai  tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua kegiatan di bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan dan bertanggung jawab atas terlaksananya
tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis bidang
kepegawaian dan diklat ;

b) Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas PNS
antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;

¢) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan
structural, teknis administrasi/ substantive kemetrian dalam negeri,
fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral ;

d) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma
standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, penyiapan dan
pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian serta kebijakan teknis pengembangan PNS ;
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e) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengolahan
system administrasi kepegawaian daerah |

f) Penyiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian daerah ;

g) Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan
kesejahteraan PNS ;

h) Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan
fungsional ;

1) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas kesckretariatan badan
kepegawaian dan diklat ;

j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dan

fungsi badan kepegawaian dan diklat ;

Sekretaris Badan Kepegawaian

Sekretaris Badan Kepegawaian mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas
bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative meliputi :
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protocol, humas
dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta
perpustakaan, dokumentasi dan data pada satuan kerja perangkat
daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris badan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan
anggaran SKPD ;

b) Mengatur  pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, dan
perlengkapan SKPD ;

¢) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD ;

d) Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;

e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara
terpadu ;

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi
perkantoran, kepegawaian, kehumasan, protocol dan perlengkapan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud kepala sub bagian umum,

kepegawaian dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a) Menyelenggarakan pelayanan umuim, tata usaha dan surat menyurat ;

b) Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian,
perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana ;

¢) Melaksanakan urusan kepegawaian ;

d) Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan ;

e) Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan ;

f) Menyiapkan bahan Peraturan perundang-undangan ;
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4) Sub Bagian Keuangan
Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas meyelenggarakan
penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan,
melaksanakan penatausahaan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala sub bagian keuangan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a) Menyusun kegiatan anggaran keuangan ;
b) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan ;
c) Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan
analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan
verifikasi ;

d) Melaksanakan akuntansi keuangan ;

S) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian program
mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dalam
pengelolaan program yang imeliputi perencanaan, evaluast dan
pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian
perencanaan dan pengendalian program menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran ;

b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistic ;
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c) Melaksanakan pengolahan pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan ;

Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepala bidang pendidikan dan pelathan mempunyai tugas

mempersiapkan bahan kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi dan

melaksanakan analisa telaah kediklatan, perumusan rencana program

Pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut Kepala bidang
pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana program
pendidikan dan pelatihan ;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
manajemen pemerintahan, penjenjangan dan teknis fungsional di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat ;

¢) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ;

d) Menyusun rencana program kerja serta pola pendidikan dan
pelatihan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ;

e) Menyusun dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta
standarisasi pendidikan dan pelatian ;

f) Mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta
menyusun laporan dan dokumentasi ;

g) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan diklat ;
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Menatur penyiapan bahan pembelajaran dan alat intruksi diklat;
Menyusun pendataan dan penetapan kualifikasi pengajar siswa dan
mengikuti perkembangan alumni ;

Pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan ;

Pelaksanaan dan pengelolaan diklat teknis dan fungsional ;

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengembangan diklat ;

m) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7) Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, teknis dan Fungsional

dan

Kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis

fungsional mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk rencana

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan

pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional PNS di

lingkungan Pemerinta Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala sub bidang pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a)

b)

Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ;

Mempersiapkan penyusunan bahan pembelajaran, alat bantu diklat
dan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis

dan fungsional ;
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¢) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan serta pengelolaan administrasi pengajaran/ pelatihan ;

d) Mengkaji dan mengkoordinasi rencana pelaksaaan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ;

e) Menyusun dan membuat daftar PNS yang belum mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ;

f) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat umum lingkup organiasasi
masyarakat dan politik ;

g) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.

8) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Kepala sub bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan
mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk rencana dan pelaksanaan
pengembangan pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan Pemeintah
Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk pendataan dan pembinaan
alumni.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala sub bidang
pengembangan pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a) Penyiapan rencana dan program serta analisa pengembangan

pendidikan dan pelatihan ;
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b) Menyiapkan pertimbangan PNS yang mengajukan permohonan tugas
belajar dan ijin belajar ;

¢) Mempersiapkan data dan bahan rencana mengikuti seleksi serta
penetapan PNS tugas belajar ;

d) Mempersiapkan admintrasi dan persyaratan lain untuk PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan
melaksanakan kegiatan tugas belajar ;

e) Mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana bantuan PNS
selama melaksanakan tugas belajar ;

f) Pengelolaan data PNS yang mengikuti pendidikan melalui pemberian
ijin belajar ;

g) Membuat surat ijin belajar bagi PNS yang telah disetujui untuk
mengikuti pengembangan pendidikan melalui ijin belajar ;

h) Melakukan pendataan bagi PNS yang akan mengikuti ujian
penyesuaian ijazah ;

i) Menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan
dan pelatihan sebagai bahan evaluasi, laporan dan dokumentast ;

j) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 105

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

KEPALA BADAN PERDA NOMOR : 19 TAHUN 2008
Dre TENGHD ALI SYAEANA W51 TANGGAL : 03 JuLl 2008
NIP. 1968073019831 1001
Pembina Tingkat f, (V)
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA i 20t =
BADAN KEPEGAWAIAN T Pangialan un, 30071568
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKFETARIS
i RATRAWATI, MSI NP
196108071990022001
Pembina Tingkat } (IV /0 )
T™T : 1812-2013
TTL. Kandangan, 07-08-1961
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ]
KASUBBAG UMUM, KEPE GAWAIAN DAN KASUBBAG KEUANGAN KKASUBAG PERENCANAAN & PENGENDALIAN
PERLENGKAPAN
ARIEF SIANTORY,ST Dra RAHAYU IRAWATI S. M.Ec.Dev BAMBANG SIGIT PURNOMO, 8.8T, M.SI
NIP. 197702112006041014 NIP. 19651105 1993122002 NIP. 19780803 199803 1 002
Penata { IVt } Penata { t/c ) Penata Muda Tingkat | (/b )
TMT © 18122013 T™T : 01042008 T™T - 18-12-2013
TTL. © Paiangka Raya, 11-02-1977 TTL. : Cllacap, 05-11-1365 TTL. : Pangkalon Bun, 03-08-1978
Staf: 1 Ngadian Staf - 1. Igomah Matruf, SE Staf: 1. Kushanik, A Md
2. Romy Masra 2. Hermawat, A Md
3. M. Ardransyah
BIDANG DIKLAT BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG MUTASI & DATA BIDANG PEMBINAAN APARATUR
Drs. NUJULUDIN MUALLAM, SH TIATRIANSY AR, SH RARIYADI, SH
NIP. 196402011982031019 NIP.195802201983021004 NIP 195803161993031001 NIP. 19600917 198508 1002
Ponata Tingkat [ { iV d) Pembina Tingkal | { IV/b) Pombina Tingkat 1{ /b ) Penata Tingkat ) (111/d)
T™T . 18-12:2013 T™MT ¢ 01-04-2011 TMT . 0104201 TMT . 01-04-2014
TTL. - Pangkalen Bm , 02-01-1964 TTL - Kumai, 20-02-1958 TTL. : Pangkaten Bun, 16-03-1858 TTL : Sampt, 17-09-1960
e
KASUBBID
DIKLAT KEPEMIMPINAN, TEKNIS DAN KASUBBID JABATAN KASUBBID MUTAS! KASUBBID KESEJAHTERAAN
FUNGSIONAI
M. HUSNI GRIJAU, SH
N,:?;%:,‘f,g?gg“%gfm NP 1962317(,“2':'58?031025 NIP. 195811221985031013 NIP.196710141994031007
— Penata Muda Tingkat | { 1/ b} Penata Tingkat 1 { IV ¢ ) - Penata Tingkat [{ 1/ d) — Penata Tingkat [{(IVd)
T™T - 48-12.2013 T - 0042010 ™T & 01-10-2007 TMT @ 18-42:2013
TTL - Wonagi, 03-07-1963 TIL - Pangkalan Bisy, 02011982 TIL. : PangkatanBun, 22-11-1958 TTL. © Kapuas, 14-40-1967
KASUBBID KASUBBID FORMAS! KASURBIDDATA DAN INFORMAS! KASUBBID DISIPLIN
PENGEMBANGAN DIKLAT
ARIS PRAMIRORAHARIO, $. KOM DONNY PUTRA, SH
SHOLIKHUL HADI, 8.5TP HEDY SIHONO g
NIP. 198503092003121003 NIP. 196211031987031007 NiP. 197706152006041007 NIP_ 18781212 2006041004
- Penata iV ¢ ) Ponala Tingkat |1/ d ) Penata Muda Tingkat 1 (1IV'b } | Penata Muda Tingkat { { IIVb )
T™T - 48.12-2013 — TMT - 04-04-2011 ] TMT @ 18122013 TMT © 18-12-2013
TPL. - Jopara ,08-03-1985 TIL + TukigAgung, 03-11-1362 TTL. : Pangkalan Bun, 15-08-1977 TTL. - Sidoarjo, 12-12-178
Staf: 1. M. Yusuf, SE 3. Joko Santoso Slaf: 1 A Efiend, S.Sos 3. Suhadi Staf. 1. Burhani, SE 3 Dig U Laifa, ST Slaf: 1 Finana, SH 3. Syapulah 5. Tengku M Zulkifi
2. Hanna Cristina, SE 4. Togap Pasaribu, A Md 2. Safridin, A Md 2. Nevi Susanti, SH 4. Untoro, A Md

2 Rendra, SH 4. Umniyah, A Md

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Pegawai Negeri Sipil dapat berupa kebijakan pengaturan dan juga ada
berupa kebijakan anggaran.
a. Kebijakan Pengaturan
Untuk jelasnya ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang
Pendidikan Dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil berikut ini :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999

2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2000
tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil

3) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran
Departemen Dalam Negeri dan Daerah;

5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
199/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;

7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
540/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 11I;

8) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
541/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 1V;

9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan [ dan II;

10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan [II;

11) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional,

13) Peraturan kepala LAN nomor 11 tahun 2011 Tentang Standar biaya
Umum dan Pelatihan pegawai negeri sipil tahun 2011

14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun
2010 tentang pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan
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15) Peraturan Kepala LAN RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer.

16) Peraturan Kepala LAN RI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
1.

17) Peraturan Kepala LAN RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

18) SK Kepala LAN No. 193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Diklat PEGAWAI NEGERI SIPIL

19) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 14 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan
Dan Pelatihan Teknis

20) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun
2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat 1, II, I1l dan IV.

21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

22) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 115 Tahun 2002
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan
Sejenisnya Di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah

23) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
800/191/SEKR.1/BKPP Tanggal 21 Mei 2012 Perihal Dukungan
Kebijakan Bidang Kediklatan (Dukungan Anggaran dan SUMBER
DAYA MANUSIA)

24) Kesepakatan ~ Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Se Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2012 Nomor ; 800/250/SEKR.7BKPP)

25) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 tahun 2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan [jin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat

Kebijakan diatas baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan
Lembaga administrasi negara, Keputusan Gubemnur, Surat Edaran dan
juga sampai ke Peraturan Bupati merupakan landasan / pedoman
(aturan) yang harus di patuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
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Dan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan
Kepegawaian Kab. Ktw. Barat tentang bagaimana kebijakan Diklat di
Kab. Ktw Barat yang mengatakan bahwa :

Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan

kapasitas aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan

bahwa PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa
namanya sudah masuk didalam rencana kerja daripada

Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu

peningkatan SDM baik tugas belajar atau izin belajar

maupun diklat-diklat fungsional ataupun bimtek yang
dilaksanakan oleh SKPD yang ada dilingkup Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat ini, nah dengan sistem

peningkatan kompetensi ini melalui diklat apakah itu tugas

belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat lainnya dalam
rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi Pegawai
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keadaan ini tentu menjadi penting artinya apabila Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang penting dalam
rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompentensi
dan professional maka lembaga diklat perlu dibentuk teresendiri di luar
Badan kepegawaiaan hal ini juga didukung dengan pernyataan anggota
DPRD dan pejabat Pemda membidangi administrasi perlunya pemisahan
antara ususan kepegawaian dan urusan diklat artinya diklat dibentuk
lembaga tersendirn.

Kebijakan atau Pengaturan Pendidikan dan Pelatihan sangat
berpengaruh di dalam pelaksanaan diklat Pegawai Neger Sipil sesuai PP
101 tahun 2000, ketika penitian ini di laksanakan aturan mengenai diklat
Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas mengatur masalah tugas belajar dan

ijin belajar hal ini memnggambarkan kebijakan pengaturan diklat

Pegawai Negeri Sipil belum begitu mendapat perhatian, keadaan ini
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dibuktikan dengan pernyataan anggota DPRD dan pejabat pemda yang

membidangi administrasi bahwa terkait dengan dengan diklat Pegawai

Negeri Sipil perlu ada pengaturan baik merubah aturan yang ada maupun

membuat pengaturan yang baru.

b. Kebijakan Pengalokasian Anggaran

Kebijakan anggaran merupakan alokasi biaya yang diperuntukkan
untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Barat dari hasil perumusan bersama antara eksekutif dan
legeslatif ( DPRD ). Anggaran Diklat Pegawai Negeri Sipil masuk dalam
DPA SKPD Badan Kepegawaian yang memang salah satu tugas pokoknya
melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
Adapun kegiatan Pendidikan dan Pelatthan yang dilaksanakan adalah

Diklat Prajabatan dan Diklat dalam jabatan.
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Kalau menurut DPA ataupun Dokumen Penggunaan
Anggaran yang melaksanakan tugas diklat ataupun
membidangi bidang diklat bahwa dari jumlah khususnya dari
PNS yang ingin bersekolah ini masih sangat kita rasakan masih
sangat kurang kalau kita bicara budget ataupun kebutuhan
anggaran untuk program diklat ini karena mengingat tingkat
strata daripada pendidikan PNS yang di Kabupaten
Kotawaringin Barat ini banyak dilevel yang berpendidikan
Diploma 3, kemudian S-1 dan juga sebagian kecilnya S-2

Pengalokasian anggaran di bidang diklat Pegawai Negeri Sipil diakui

Kabid Diklat Badan Pegawaian selama ini hanya usul dari Badan
Kepagawaian jarang bahkan tidak permmah mendapat perhatian secara

khusus baik dari pihak terkait maupun dari DPRD.

Berdasarkan hasil usulan anggaran untuk pengembangan diklat
ataupun pagu anggaran diklat sebagaimana yang sering
diusulkan oleh katakalah Leading sectornya Badan
Kepegawaian yang membidangi bidang diklat kadang-kadang
persoalan diklat inin juga khususnya Tugas Belajar atupun yang
izin belajar ini pagu anggarannya sangat terbatas, sangat
terbatas sekali, sehingga kalau kita bicara ranah kebijakan
ataupun antara pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam
rangka untuk rencana design strategis kita untuk
mensekolahkan para pegawai ini masih dikatakan masih belum
sangat maksimal.

Kebijakan anggaran merupakan alokasi biaya yang diperuntukkan

untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Barat dari hasil perumusan bersama antara eksekutif dan
legeslatif ( DPRD ). Anggaran Diklat Pegawai Negeri Sipil masuk dalam
DPA SKPD Badan Kepegawaian yang memang salah satu tugas pokoknya

melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
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4. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Diklat

A.

Prajabatan

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan

Golongan I dan 11 terdiri dari :

a. Modul ;

b. Papan Tulis ;

¢. Flipchart ;

d. Overhead Projector, LCD Projector
e. Sound System ;

f. TV dan Video ;

g. Kaset ;

h. Perekam ;

1. Jaringan Komputer dan Internet ;

j. Teknologi Multimedia.

»

Sedangkan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat

Prajabatan Golongan I dan 1 terdiri dari :

h.

Ruang kelas ;
Ruang diskusi ;
Ruang seminar ;
Ruang kantor ;
Ruang kebugaran ;
Ruang internet ;
Laboratorium ;

Perpustakaan ;
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1. Asrama bagi peserta;
j. Ruang makan ;
k. Ruang ibadah ;
1. Fasilitas olahraga/rekreast ;

m. Unit kesehatan Dikat.

B. Diklat Kepemimpinan Tingkat I'V
Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV menggunakan sarana :
1. Papan tulis;

2. Flip chart ;

3. Overhead projector ;
4. Sound system ;

5. TV dan video ;

6. Kaset, compact disc ;
7. Perekam ;

8. Komputer/Laptop ;
9. LCD Projector ;

10. Jaringan Wireless fidelity (Wi-fi) ;
11. Buku referensi ;

12. Modul/Bahan Ajar ;
13. Bank kasus ;

14. Teknologi multimedia.
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Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV menggunakan prasarana yang

responsive gender. Prasarana yang diperlukan dalam Diklatpim meliputi :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Aula ;

Ruang kelas ;

Ruang diskusi ;
Ruang seminar ;
Ruang kantor ;
Ruang kebugaran ;
Ruang computer ;
Ruang laboratorium ;

Asrama bagi peserta ;

Wisma tenaga kediklatan ;

Perpustakaan ;
Ruang makan ;
Fasilitas olahraga ;

Fasilitas rekreasi ;

5. Unit kesehatan

16. Tempat ibadah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat, Badan

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fasilitas untuk

melaksanakan diklat prajabatan Golongan 11 dan Diklatpim IV yan anatara

lain :

Ruang Klas untuk sarana belajar-mengajar/ aula ;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 125



16/41783.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA
- Untuk asrama bekerjasama dengan pihak hotel;
- Ruang terbuka hijau nout bounn/senan pagi/ latihan PBB ;
- Ruang makan/menza bagi peserta diklat ;
- Buku panduan belajar/modul lengkap ;
- Penggunaan tekhnologi komunikasi ( LCD Proyektor/sound system )
- Penggunaan tehnologi informasi ( fasilitas internet /Wifi ) ;
- Alat peraga / papan tulis ;
- Alat Tulis Kantor ( ATK ) ;
- Alat out bound ;

- Sarana Trasfortasi;

Perelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses diklat.

Menurut informasi Kepala Bidang Diklat bahwa sarana parasarana yang
ada hanya untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II dan Diklatpim
[V secara pelatihan tekhnis yang pelaksanaan waktunya tidak lebih dari tiga
hari, karena ketersediaan sarana yang ada di Badan Kepegawaian dalam hal
ini menjadi tanggung Bidang Diklat relatif masih kurang memadai, oleh
karenanya kegiatan diklatpim IV di laksanakan di Hotel yang ada di tempat.
Lebih lanjut diakui oleh anggota Komisi A memang seharusnya sarana dan
prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya

di tingkatkan.
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. Oke, bidang diklatnya ya
: Jadi menurut bapak, Bagaimana dengan pengembangan

kapasitas aparatur dilingkungan PNS kabupaten Kotawaringin
Barat khususnya melalui Diklat pak?

. Oke, untuk bidang diklat seperti yang kita ketahui ada beberapa

kewajiban, artinya diklat wajib yang harus kita laksanakan,
yaitu yang pertama diklat Prajabatan Golongan II dan golongan
I dan golongan III dan kemudian Diklat pimpinan, yaitu
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim
Tingkat II, ini adalah tugas wajib bidang diklat yang harus kita
laksanakan, walaupun sebenarnya ini tidak terkait langsung
dengan pengembangan sumber daya manusia secara umum ya,
tapi ini adalah diklat wajib yang harus kita laksanakan sesuai
dengan program kita setiap dengan tahun anggaran, untuk
khusus ya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
sebenarnya disamping diklat-diklat yang sudah kita
programkan ini ada diklat-diklat lain yang harus kita
laksanakan, yaitu diklat tekhnis dan diklat fungsional, diklat
tekhnis dan diklat fungsional ini biasanya atau diprogramkan
oleh dinas masing-masing unit kerja masing-masing karena
yang mengetahui kebutuhan akan diklat tekhnis dan diklat
fungsional ini adalah unit kerja masing-masing, demikian.

: Terima kasih pak, kira Langkah-langkah apa saja yang telah

dilakukan oleh Bidang bapak dalam meningkatkan
pengembangan kapasitas aparatur PNS pak?
Ya terima kasih, langkah-langkah yang telah kita lakukan

khususnya peningkatan kapasitas aparatur PNS dilingkungan

kabupaten Kotawaringin Barat pertama program kemudian
anggaran, khusus untuk program itu seperti yang Kita
sampaikan tadi adalah program memang program wajib
berdasarkan analisa kebutuhan kita, kemudian anggaran setiap
tahun kita ajukan tentunya berdasarkan kepentingan atau
kebutuhan diklat kita di Kabupaten Kotawaringin Barat,
demikian.

. Terkait dengan anggaran pak, apakah dengan anggaran yang

dianggarkan selama ini sudah cukup memadai dalam
pengembangan kapasitas aparatur khususnya diklat.

Berdasarkan analisa setiap tahun sebenarnya permohonan
anggarn itu untuk peningkatan kapasitas aparatur melalui
kegiatan diklat anggaran yang telah disediakan untuk kita
tentunya tidak pernah belum ya belum mencukupi sesuai
kebutuhan yang kita ajukan karena ini terkait dengan anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara
umum yang terbatas dimana di alokasikan untuk Badan
Kepegawaian itu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai
dengan usulan-usulan kita, tapi dengan anggaran yang tersedia
kita mencoba melaksanakan diklat-diklat sesuai dengan
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kemampuan kita, demikian.

. Kira-kira pak, kondisi diklat yang ada sekarang ini, ini kan

banyak pak PNS-PNS yang mau mengikuti diklat dan berminat
untuk mengikuti pengembangan kapasitas aparatut itu, kira-
kira apakah perlu dibentuk suatu badan atau dinas yang khusus
mengelola diklat ini pak atau cuma cukup dikelola suatu
bidang tertentu yang khususnya yang ada di Badan
kepegawaian ini?

Untuk selain ini saya kira untuk penyelanggara diklat apakah
itu diklat struktural atau diklat prajabatan atau diklat tekhnis
dan fungsional untuk saat ini sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya saya kira bisa ditangani oleh bidang diklat yang
berada dibawah Badan Kepegawaian Kabupaten.

: Jadi cukup bisa bidang diklat itu pak ya?

Saya kira cukup ditangani bidang diklat

: Ada prosedur atau ketentuan mekanisme dalam mengikuti

diklat tersebut itu pak?

: Untuk setiap tingkatan diklat apakah diklat struktural atau

diklat prajabatan atau diklat tekhnis dan fungsional tentunya
ada prosedur ada ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh
PNS yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat terutama
dalam hal pengusulan keikutsertaan masing-masing yang
bersangkutan untuk mengikuti diklat untuk mengikuti semua
jenjang atau jenis diklat itu ada prosedur yang harus diikuti.

: Untuk diklat wajib itu pak khususnya prajabatan dan diklatpim

itu pak mekanismenya apa aja pak?

Secara umum memang banyak ya, untuk diklat prajabatan itu
calon peserta memang adalah CPNS yang baru diangkat yang
belum mengikuti diklat prajabatan itu adah CPNS yang baru
diangkat untuk persyaratan penghapusan sebagai CPNS
menjadi Pegawai Negeri Sipil itu diklat prajabatan ya baik itu
golongan I, golongan II dan golongan III, adapun untuk diklat
pimpinan itu calon peserta pertama dia harus kalo belum
menduduki eselon tertentu......... ya itu untuk diklat struktural
itu ada diklatpim IV....

. Oh diklatpim dulu pak
. Ya itu diklat struktural namanya.......... diklat struktural itu ada

Diklatpim, Diklatpim [V, Diklatpim III dan Diklatpim II, nah
untuk calon peserta masing-masing diklat ini kita ajukan ada 2
jalur, yang pertama apabila masing-masing yang bersangkutan
ini telah menduduki jabatan eselon tertentu tapi belum
mengikuti dan lulus diklatpim tertentu, itu jalur pertama,
kemudian jalur kedua calon peserta diklatpim semua tingkatan
ini apabila semua pejabat eselon yang telah menduduki jabatan
telah lulus diklatpim IV maka calon peserta berikutnya kita
ambil dari PNS yang telah lulus seleksi diklatpim untuk tingkat
tertentu, ya ada lagi?

: Terima kasih pak, kira-kira apa yang menjadi Tugas pokok
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Tupoksi dan berapa sumber daya aparatur dibidang diklat yang
ada saat ini pak?

: Oke terima kasih, khusus yang pertama ya, khusus kita lebih

dulu ke sumber dayanya dibidang diklat badan Kepegawaian
jumlahnya ada 7 orang, 2 orang pejabat eselon II eh maaf 1
orang pejabat eselon 111 dan 2 orang pejabat eselon [V

. Kalau tupoksinya pak?
. Tugas pokoknya menyelenggarakan kegiatan diklat baik diklat

struktural, diklat prajabatan, diklat tekhnis dan fungsional
dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.

. Apakah dengan jumlah sumber daya aparatur yang ada ini,

sudal dapatkah mengakomodir pengembangan Kkapasitas
aparatur melalui diklat ini pak

Untuk sementara berdasarkan analisa kami untuk bahwa
melaksanakan kegiatan diklat dibidang diklat badan
Kepegawain Kabupaten kotawaringin Barat sudah cukup
memadai sesuai dengan beban kerja...apalagi? apalagi yang
perlu ditanyakan?

: Dengan kondisi sekarang ini pak, pengembangan kapasitas

aparatur yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat sudah
maksimal atau belum pak untuk pengembangan kapasitas
aparatur?

Sudah maksimalnya dalam hal apa ini pak?

. Artinya pengembangan kapasitas melalui diklat itu sudah

cukup memadai sudah maksimal atau bagaimana pak?

Belum ya, tapi khusus untuk diklat-diklat wajib tadi diklat
struktural dan diklat prajabatan bukan hal maksimal atau belum
maksimal tapi itu berdasarkan kebutuhan dan kesiapan calon
peserta juga anggaran namun terkait dengan pendidikan dan
latihan tekhnis fungsional untuk dinas-dinas terkait harus terus
ditingkatkan.

. Apa saja peluang atau harapan dengan dilaksanakannya

pengembangan kapasitas aparatur pns itu pak?

: Maksudnya apabila pegawai negeri sipil sudah meningkat gitu

ya kapasitasnya?

. Harapan bapak dengan pengembangan kapasitas aparatur ini

bagaimana?

. Tentunya beban kerja mereka menjadi lebih bagus cara kerja

mereka seharusnya dengan peningkatan sumber daya manusia
sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah kotawaringin
Barat melalui pelaksanaan-pelaksanaan diklat tadi ya karena ini
berkaitan dengan diklat, diharapkan PNS-PNS yang telah
mengikuti diklat ini dapat bekerja dengan lebih baik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan bidang tugas
mereka masing-masing, itu pemahaman saya atas pertanyaan
saudara ya berarti pertanyaan ini maksudnya mungkin seperti
ini apabila seseorang atau aparatur dilingkungan Pemerintah
Kabupaten kotawaringin Barat ini sudah mengikuti diklat

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 147

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
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HUKUM) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

. Assalamualaikum Wr. Wb.
: Waalaikumsalam Wr. Wb

Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan
wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya yang
berjudul Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Ya Silahkan

: Begim pak, Bapak pernah mengikuti diklat terkait dengan upaya

pengembangan kapasitas aparatur PNS.
Ya, saya pernah mengikuti diklat tapi yang bersifat wajib, yang

pertama Diklat Prajabatan untuk persyaratan diangkat menjadi PNS,

yang kedua diklat kepemimpinan tingkat IV terkait dengan saya
dilantik menjadi pejabat struktural Eselon IV a selain itu tidak ada
lagi diklat yang saya ikuti

. Berapa lama diklat itu pak yang bapak ikuti?
. Diklat Prajabatan 3 minggu kurang lebih, diklatpim IV kurang lebih

selama 1 '2 bulan
1 Y2 bulan, yang bapak dapatkan dari diklat itu kira-kira apa pak?

: Saya mendapatkan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan

tugas-tugas saya kalo prajabatan itu sebagai PNS kalo Diklatpim itu
sebagai pejabat struktural selain itu bertambah ketrampilan saya
karena disitu saya dilatih bagaimana kita membuat naskah-naskah
ataupun dokumen yang harus dibuat oleh seorang PNS maupun
pejabat struktural

. Dalam penerapannya di tugas keseharian bapak dilingkungan kantor

bapak, bagaimana?

Sangat membantu sekali karena itu memberikan suatu kemudahan
kita untuk memahamai apa yang menjadi uraian tugas kita yang
telah diberikan oleh kepala SKPD kita ataupun amar dari peraturan
kita

: Menurut bapak bagaimana pengembangan kapasitas aparatur PNS

yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
kotawaringin Barat?

Saya kira kurang maksimal terbukti dan diklat-diklat yang
ditawarkan oleh Pemerintah daerah khususnya di kab. Ktw. Barat
sangat sedikit sekali dalam hal ini saya selaku pribadi tidak
mendapatkan bagian didalamnya untuk mengikuti diklat-diklat yang
untuk pengembangan kapasitas saya selaku PNS baik untuk
kegiatan-kegiatan tertentu maupun bersifat umum.

. Oke, kira-kira langkah kongkrit apa saja yang perlu dilakukan oleh

Pemda Kabupaten kotawaringin Barat dalam pengembangan
kapasitas aparatur pak supaya menjadi lebih baik lagi?
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. Yang pertama Pemda ini harus menyediakan anggaran yang cukup

besar untuk keperluan pengadaan diklat baik itu dikabupaten
maupun untuk membiayai PNS untuk diikutkan diklat diluar daerah,
yang kedua membuka kesempatan kepada PNS secara luas agar
PNS dapat mengikuti diklat sebanyak-banyaknya kemudan idealnya
itu PNS itu dapat mengikuti diklat itu dalam 1 tahun minimal 4 kali
karena kita itu dituntut dengan adanya perkembangan informasi dan
teknologi serta peraturan senantiasa mengalami perubahan

: Ooo iya terima kasih, jadi diklat ini perlu ya pak untuk

pengembangan kapasitas aparatur PNS ini?
Sangat perlu sekali

- Kira-kira tidak pak ada suatu badan atau dinas tertentu yang

mengurusi tentang diklat tersebut atau cuma berbentuk badan atau
Cuma berbentuk bidang atau bagian tertentu saja

Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwasanya
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu sangat
kurang sekal kalau bisa dibilang minim sehingga itu membutuhkan
penanganan serius dalam hal ini salah satunya organisasi dari
perangkat daerah yang menanganinya tentunya harus mempunyai
cakupan yang lebih luas lagi yaitu dalam bentuk badan yang berdiri
sendiri di luar dari pada Badan Kepegawaian karena selama ini kan
yang menangani cuma Badan Kepegawaian kemudian yang diklat-
diklat yang lain yang berkaitan dengan tenaga fungsional itu banyak
dkelola SKPD masing-masing, contoh Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan di Inspektorat itu mereka mengirimkan pesertanya
sendiri untuk mengikuti diklat diluar daerah atau mengadakan diklat
sendiri untuk tenaga-tenaga fungsional akan tetapi yang tenaga-
tenaga non fungsional ataupun fungsional umum jarang sekali ikut
kegiatan-kegiatan diklat

. harapan Bapak dengan dilaksanakannya pengembangan kapasitas

aparatur pns tersebut pak?

. Terwujudnya Good Governance kepemrintahan yang baik yang

menerapkan azas pemerintah

. Jadi kurang maksimal ya pak yang ada pengembangan diklat-diklat

untuk pengembangan kapasitas aparatur ini
Ya kesempatan yang diberikan kurang maksimal

. lya, kiranya cukup itu dulu pak yang dapat saya tanyakan, mungkin

kalau ada yang perlu ada waktu yang lain terkait bahan penelitian
tersebut dan saya sudi kiranya bapak berkenan untuk meluangkan

waktunya lagi pak.

Iya dengan senang hati

lya, Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb.

Waalaikumsalam Wr. Wb
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. Begini pak, Bagaimana dengan pengembangan Kapasitas

aparatur dilingkungan PNS kabupaten Kotawaringin Barat
khususnya melalui diklat?

. Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan kapasitas

aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan bahwa PNS di
Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa namanya sudah
masuk didalam rencana kerja daripada Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu peningkatan SDM baik
tugas belajar atau izin belajar maupun diklat-diklat fungsional
ataupun bimtek yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada
dilingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, nah
dengan sistem peningkatan kompetensi ini melalui diklat apakah
itu tugas belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat lainnya
dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi Pegawai
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

: Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang mendukung

dilaksanakannya pengembangan kapasitas aparatur PNS di
kotawaringin Barat?

: Maksudnya?

Yang mendukung pengembangan kapasitas itu apa-apa saja
supaya terjadi pengembangan kapasitas apakah melalui diklat
melalui sekolah atau apa saja pak?

Yang pasti begini untuk peningkatan kapasitas aparatur PNS
bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaiannya
sudah mempunyai program dan tertuang didalam Renstranya
BKD, bahwa pendidikan ini atau Peningkatan kapasitas aparatur
PNS ini sudah disiapkan anggarannya yaitu melalui mekanisme
tugas belajar izin belajar kemuidan diklat bimtek maupun
semacam workshop, jadi inilah salah satu mekanisme atau
aturan main yang di pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
dalam rangka meningkatkan kompetensi ataupun SDM yang ada
khususnya PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, pada
tahun 2013 1im secara data keseluruhan kita sudah
menyekolahkan ada beberapa untuk program S-2 kemudian S-1
ini diberbagai macam perguruan tinggi negeri yang ada di pulau
Jawa seperti di UGM di UNDIP kemudian di Ul, nah inilah
salah satu pola kita dslam rangka meningkatkan SDM khususnya
PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat.

: Bagaimana pak, komitmen Pimpinan dalam arti Kepala Daerah

terhadap pengembangan kapasitas aparatur ini dan komitmen

dari BKD sendiri?

Kita harapkan dengan yang kita diklat atau yang kita sekolahkan
ini ada suatu perubahan Mindset ataupun apa namanya sistem
kinerjanya, karena dengan kita sekolahkan ini terutama banyak
bidang-bidang kesehatan yang baik terbiayai dari APBD Kab.
Ktw. Barat maupun dari APBN ini kita harapkan setelah dia
mengikuti pendidikan ini untuk meningkatkan dan kembali
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ketempat tugasnya dalam rangka untuk menunjang Kinerja
organisasi atau SKPD yang ada dilingkungan unit kerjanya
masing-masing, dengan harapan bahwa setiap PNS yang sudah
diberikan Izin belajar atau Tugas Belajar pada Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat ini kembali bertugas sesuai
dengan apa yang menjadi aturan main atau apa yang telah
ditetapkan oleh peraturan Bupati tentang Izin Belajar, Peraturan
Bupati ini juga sudah ditelaah oleh bidang kami yaitu bidang
Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi ataupun
pengembangan kemampuan SDM bagi semua PNS yang
mengikuti pendidikan diklat baik itu tugas belajar atau izin
belajar khususnya di Pemerintah Kotawaringin Barat.

Selama ini kan pak, diklat itu pengembangan kapasitas aparatur
itu khususnya melalui diklat itu berada di Badan Kepegawaian
khususnya di Bidang Diklat, menurut bapak, apakah perlu ada
suatu badan atau dinas tertentu yang khusus menangani hal
tersebut pak?

. Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah

Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara aturan
bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun kota bahwa
untuk bidang diklat ini masih include ataupun Tupoksinya masih
melekat di Badan kepegawain daerah contohnya di BKD
Kotawaringin Barat karena beberapa ketentuan yang dikeluarkan
oleh lembaga Administrasi Negara bahwa pola diklat kita atau
badan Diklat kita yang ada di Propinsi kita pun masih akan di
akreditasi kembali ini termasuk sarana prasarananya
pendukungnya, kemudian kesiapann widyaiswaranya atau
pengajarmya termasuk aspek-aspek lainnya untuk mendukung
kegiatan daripada diklat, diklat ini terbagi Diklat fungsional,
diklat struktural dan diklat tekhnis, jadi 3 komponen inilah yang
menurut kami bahwa di Badan Kepegawaian ini juga karena
sifathya hanya mengakomodir sementara kelembagaan yang
diklat harus disesuaikan dengan sertifikasi dan akreditasi oleh
Lembaga Administrasi Negara

. Jadi cukup bidang saja pak ya?
: Bidang aja
. Terkait anggaran, menurut bapak seberapa penting anggaran

dalam mengembangkan kapasitas aparatur PNS di Kabupaten
kotawaringin Barat pak?

. Kalau menurut DPA ataupun Dokumen Penggunaan Anggaran

yang melaksanakan tugas diklat ataupun membidangi bidang
diklat bahwa dari jumlah khususnya dari PNS yang ingin
bersekolah ini masih sangat kita rasakan masih sangat kurang
kalau kita bicara budget ataupun kebutuhan anggaran untuk
program diklat ini karena mengingat tingkat strata daripada
pendidikan PNS yang di Kabupaten Kotawaringin Barat ini
banyak dilevel yang berpendidikan Diploma 3, kemudian S-1
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dan juga sebagian kecilnya S-2.

Sampai saat ini ada berapa jumlah PNS yang mengikuti Diklat-

diklat di kabupaten kotawaringin Barat ini Pak?
: Coba nanti tanyakan sama kabid diklatnya, karena saya kurang

hapal

. kendala atau hambatan-hambatan dalam mengembangkan

kapasitas aparatur yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat?
Misalnya apakah kualitas pegawai yang rendah, Penilaian
kinerja dan prestasi kerja PNS yang kurang terukur atau
bagaimana pak?

: Kendalanya adalah apabila misalnya seorang aparatur akan

mengikuti pendidikan ini akan berpengaruh terhadap unit
kerjanya atau SDM yang ada, secara keinginan ataupun secara
kebutuhan ini berbanding terbalik bahwa PNS kita sangat
antusias sekali dalam pengembangan potensi dirinya ataupun
untuk meningkatkan kompetensi SDM nya tetapi dengan jumlah
aparatur kita yang masih sangat terbatas sehingga kendalanya
apabila dia sekolah maka kita akan kekurangan lagi jumlah
pegawai ataupun formasi yang ditinggalkan saat diklat atau
sekolah, misalnya yang kita lihat khususnya di Pemerintah
kabupaten kotawaringin Barat ini katakanlah tenaga dokter yang
akan sekolah lagi sehingga terkendala katakanlah di puskesmas
ini akan kehilangan dokter yang sudah ditetapkan sebagai dokter
puskesmas dan apabila dia sekolah otomatis kita akan
mencarikan kebijakan terbaru untuk mengisi lagi mengisi lagi,
inilah yang jadi permasalahan bagi pegawai-pegawai yang ingin
melakukan diklat atau sekolah, banyak yang mengajukan diklat
menurut hemat dan kebijakan oleh pimpinan daerah bahwa ada
sebagian juga yang belum bisa dipertimbangkan karena
penggantinya ini atau orang-orang ini belum ada, inilah salah
satu kendala yang menyebabkan keinginan besar PNS ini
terhambat.

: Dalam pelaksanaan pengembangan Kapasitas aparatur ini pak,

ada Evaluasi atau penilaian-penilaian itu, kalau dalam
pelaksanaan pengembangan Kapasitas aparatur di Kobar ini
bagaimana pak?

Secara ketentuan tugas belajar izin belajar dan diklat SDM
bahwa setiap PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar
akan kita evaluasi, dalam hal ini mereka harus dan wajib
melaporkan hasil kemajuan laporan pelaksanaan tugas belajar
mengajarnya ini baik persemester maupun kebijakan kami di
Badan Kepegawaian setiap 6 bulan kami langsung kekampus
yang dimana kami yang tugas belajar mendatanginya sekaligus
untuk mengetahui sejauhmana kemajuan ataupun kendala-
kendala yang dihadapi PNS yang mengikuti tugas belajar
ataupun izin belajar tersebut.

. Terkait dengan mitra pemerintah yaitu DPRD Kabupaten

Kotawaringin Barat, bagaimana pak? Artinya peran dan
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komitmen pihak legislatif dalam pengembangan kapasitas
aparatur PNS di kotawaringin Barat bagaimana pak? Apakah
mendukung atau bagaimana pak?

. Berdasarkan hasil usulan anggaran untuk pengembangan diklat

ataupun pagu anggaran diklat sebagaimana yang sering
diusulkan oleh katakalah Leading sectornya Badan Kepegawaian
yang membidangi bidang diklat kadang-kadang persoalan diklat
inin juga khususnya Tugas Belajar atupu yang izin belajar ini
pagu anggarannya sangat terbatas, sangat terbatas sekali,
sehingga kalau kita bicara ranah kebijakan ataupun antara pihak
eksekutif dan pihak legislatif dalam rangka untuk rencana design
strategis kita untuk mensekolahkan para pegawai ini masih
dikatakan masih belum sanagt maksimal.

. Tapi pada dasarnya pihak DPRD mendukung ya pak

Ya separuh mendukung separuhnya.....

Satu lagi pak pertanyaan terakhir, terkait Komitmen pemerintah
daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur seluruh PNS di
kobar ini, seberapa besar Komitmen pemerintah daerah pak?

. Dalam rangka untuk meningkatkan alat motivasi bagi PNS yang

sudah di diklatkan atau di tugas belajarkan sangat diharapkan
output yang kita sekolahkan ini paling tidak sangat linier atau
pun istilahnya sesuai dengan tupoksinya ataupun unit kerjanya
sehingga seorang PNS yang sudah di diklatkan ataupun sudah di
sekolahkan baik tugas belajar ataupun izin belajar sangat
diharapkan dia mempunyai performa yang lebih baik ataupun
kompetensinya lebih baik dengan sebelum dia sekolah sehingga
kiranya harapan kami dengan monitoring kami yang ada di
Badan Kepegawaian ini sangat memperhatikan baik kendala-
kendala selama dia sekolah dan kami sebagai Badan
Kepegawaian sangat menyuport sekali terhadap PNS yang kami
sekolah sehingga siapapun yang disekolahkan memberikan
dampak kemajuan bagi Pemerintah Kabupaten kotawaringin
barat.

Satu lagi terkait Tugas Pokok dan jumlah pegawai yang ada di

Badan Kepegawaian ada berapa pak?
: Jumlah pegawai yang ada dibadan kepegawaian ada 2 kepala

badan, 1 sekretaris dan ada 4 bidang, yaitu bidang diklat, bidang
pengembangan, bidang mutasi data dan bidang pembinaan
aparatur, sedangkan untuk jumlah pegawainya coba
konfirmasikan dengan pihak sekretaris

. terima kasih pak, kiranya cukup disini dulu pak, sudi kiranya

bapak meluangkan waktunya lagi kalau ada yang perlu saya
lengkapi terkait bahan untuk penelitian dan penyusunan tesis

saya pak.

Ya terima kasih, semoga tesis ini ada manfaatnya khususnya di
badan Kepegawaian dalam rangka untuk merubah ataupun ada
perubahan dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka
kita pengembangan SDM khususnya PNS dalam rangka kita
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E. FOKUS PENELITIAN KEDUA
Penulis akan membahas hasil penelitian dan pengamatan yang telah
dilakukan pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dengan
hasil sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat
a. Faktor Pendorong

Dan pengamatan dan wawancara penulis dan dari data yang ada
bahwa dapat disimpulkan ada beberapa factor yang dapat menjadi
pendorong maksimalnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di
Kabupaten Kotawararin Barat :

1. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas
aparatur;

2. Sarana dan prasarana yang memadai ;

3. Masih banyak nya PNS yang belum menngikuti Pendidikan dan

Pelatihan terutamna pelatihan tekhnis dan fungsional
4. Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia
5. Tersedianya data Pegawai Negen Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat.
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b. Faktor Penghambat

Adapun factor penghambat dapat dijelaskan dari pembahasan di

atas yang merupakan hasil pengamatan dan wawancara dengan para

pihak terkait serta kondiri yang sebenaamya ditemukan pada saat

penelitian, dikemukakan sebagai berikut :

1.

Belum adanya Peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang
secara khusus mengatur Pendidikan dan dan pelatihan Pegawai

Negeri Sipil

. Masih lemahnya komitmen para pemangku kepentingan khususnya

di daerah lokasi penelitian terhadap pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

. Kebijakan Pengaturan anggaran belum berorientasi terhadap

pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan

Pelatihan ;

. Fasililitas sarana dan prasarana pendukung misal nya Gedung, ruang

belajar yang masih minim ;

. Belum tersedianya tenaga pengajar dan pelatih seperti widyaiswara

yang di Bidang Diklat pada badan kepgawaian kabupaten
Kotawaringin barat.

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian

Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS dalam hal ini melalui bidang

pendidikan dan pelatihan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 45

orang. Menurut wawancara dengan Seckretaris Badan Kepegawaian
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Kabupaten Kotawaringin Barat dan pengamatan bahwa dari jumlah
pegawai tersebut dibagi habis untuk 4 bidang dan 1 sekretariat, khusus di
bidang pendidikan dan pelatihan terdapat 7 PNS yang terdiri dari: Satu
orang Kepala Bidang dengan tingkat pendidikan S-2, satu orang Kepala
Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, satu orang Kepala
Sub Bidang DiklatPim, teknis dan fungsional, dan empat orang staf.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Diklat
bapak Drs. NUJULUDIN (wawancara dilakukan pada tanggal 7 April
2014 jam 13.59 WIB, di ruang kerja beliau) bahwa :

“Apakah dengan Sumber Daya yang tersedia di Bidang Diklat
saat ini pelaksanaan Diklat dapat dilaksakan?” Menurut beliau
tidak masalah, karena bidang Diklat yang ada pada
kepegawaian hanya mempersiapkan terkait dengan administrasi
dan kesiapan PNS yang akan diikutsertakan dalam kegiatan
diklat. Kegiatan atau pelaksanaan Diklat dilakukan dengan
koordinasi dengan pihak lain dan juga didukung dengan
sumberdaya yang ada di badan kepegawaian.

Secara umum pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pegawai Negeni Sipil Di Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui pemyataan Bapak
Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si selaku Kepala Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat (wawancara dilakukan pada
tanggal 7 April 2014 jam 15.06 WIB, di ruang kerja beliau), yaitu :

Jumlah pegawai yang ada di badan kepegawaian ada 1 kepala

badan, 1 sekretaris dan ada 4 bidang, yaitu bidang diklat,

bidang pengembangan, bidang mutasi data dan bidang

pembinaan aparatur, sedangkan untuk jumlah pegawainya
coba konfirmasikan dengan pihak sekretaris
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Kemudian disampaikan juga oleh Kepala Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan pengembangan
kapasitas aparatur itu khususnya melalui diklat itu yang masih berada di
Badan Kepegawaian khususnya di Bidang Diklat, apakah perlu ada
suatu badan atau dinas tertentu yang khusus menangani hal tersebut,
disampaikan hal sebagai berikut :

Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara
aturan bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun
kota bahwa untuk bidang diklat ini masih include ataupun
Tupoksinya masih melekat di Badan kepegawain daerah
contohnya di BKD Kotawaringin Barat karena beberapa
ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga Administrasi Negara
bahwa pola diklat kita atau badan Diklat kita yang ada di
Propinsi kita pun masih akan di akreditasi kembali ini
termasuk sarana prasarananya pendukungnya, kemudian
kesiapan widyaiswaranya atau pengajarnya termasuk aspek-
aspek lainnya untuk mendukung kegiatan daripada diklat,
diklat ini terbagi Diklat fungsional, diklat struktural dan diklat
tekhnis, jadi 3 komponen inilah yang menurut kami bahwa di
Badan Kepegawaian ini juga karena sifatnya hanya
mengakomodir sementara kelembagaan yang diklat harus
disesuaikan dengan sertifikasi dan akreditasi oleh Lembaga
Administrasi Negara.

Dari tugas dan fungsi Badan Kepegawaian tersebut dapat diketahui
dengan jelas bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dalam
satu SKPD yaitu pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin
Barat, dengan kata lain bahwa untuk pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
PNS tidak dibentuk lembaga terpisah dengan bidang kepegawaian, hal in1
berdampak kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pelatihan

kepegawaian.
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Dalam pelaksanaan pengembangan dan pendidikan/ pelatihan PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman sesuai
ketentuan yang berlaku. Untuk pengembangan PNS seperti ijin dan tugas
belajar yang tentunya acuan nya adalah Perguruan Tinggi atau sekolah
yang menjadi tempat PNS yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

Menurut Kepala Bidang Diklat BKD Kabupaten Kotawaringin Barat
Drs. NUJULUDIN :

“setiap tahun dalam rangka pengembangan pengetahuan PNS

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,

PNS diberikan kesempatan untuk tugas belajar dan ijin

belajar. Tugas belajar dilakukan kerja sama dengan beberapa

Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia seperti

Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas

Gajah Mada, Universitas Diponegoro dan lain-lain, sedangkan

untuk belajar biasanya lebih banyak diikuti oleh PNS karena

tidak meninggalkan tempat tugas, seperti di Universitas

Terbuka dan Untama yang ada di kota Pangkalanbun.

Sementara kurikulumnya menyesuaikan dengan masing-

masing Perguruan Tinggi yang menjadi tempat PNS yang

bersangkutan mengikuti pendidikan”.

Sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kurikulumnya
sudah diatur oleh Lembaga Administrasi Negara, untuk pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan misainya diatur dalam Peraturan Kepala LAN
Nomor 9 Tahun 2011 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV.

Sesuai peraturan tersebut dalam rangka mencapai kompetensi yang
dipersyaratkan, struktur kurikulum DiklatPim terbagi atas empat agenda

pembelajaran yaitu agenda integritas dan etika, agenda manajemen stratejik,

agenda kemampuan managerial, agenda pemberdayaan dan aktualisasi.
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Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
disebutkan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatthan PNS yang
dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya kegiatan pendidikan
dan pelatihan Kepemimpinan tingkat 1V dan Prajabatan tingkat II dan
tingkat 1.

Dari yang telah disampaikan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
tersebut mempertegas bahwa kegiatan pendidikan dan pelatthan PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sesuai seperti
apa yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000
tentang pendidikan dan pelatihan PNS. Karena dalam peraturan tersebut
Pendidikan dan pelatihan PNS terdiri dari Pendidikan dan pelatihan
Prajabatan DiklatPim, Diklat fungsional dan Diklat Tekhnis.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian serta Sumber Daya Aparatur
Bidang Diklat dalam Rangka Implementasi PP Nomor 101 Tahun 2000, dari
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dikatakan
bahwa “tugas pokok Badan Kepegawaian antara lain perumusan bahan
pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian diatur dalam Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan pada
tanggal 15 Maret 2009. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas
pokok dibidang manajemen PNS daerah, manajemen kepegawaian pada

dasarnya mencakup tiga bidang utama yaitu: Manajemen pendayagunaan
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pegawai, manajemen peningkatan kompetensi dan manajemen lingkungan
kerja pegawai.

Pengembangan, pendidikan dan pelatihan PNS diakui merupakan hal
penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai
yang bersangkutan tetapi meski demikian tidak semua instansi atau daerah
memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan itu
sendin  walaupun sudah ada kebijakan Pemerintah seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS.

Dan pengamatan, observasi dan hasil wawancara tergambar bahwa
pengembangan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan seperti yang
dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Tugas dan fungsi Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian serta
Sumber Daya Aparatur Bidang Diklat dalam Rangka Implementasi PP
Nomor 101 Tahun 2000, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pendidikan dan Pelatihan disampaikan bahwa :

Oke, untuk bidang diklat seperti yang kita ketahui ada beberapa
kewajiban, artinya diklat wajib yang harus kita laksanakan,
yaitu yang pertama diklat Prajabatan Golongan II dan golongan
I dan golongan IIl dan kemudian Diklat pimpinan, yaitu
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim
Tingkat 11, ini adalah tugas wajib bidang diklat yang harus kita
laksanakan, walaupun sebenarnya ini tidak terkait langsung
dengan pengembangan sumber daya manusia secara umum ya,
tapi ini adalah diklat wajib yang harus kita laksanakan sesuai
dengan program Kita setiap dengan tahun anggaran, untuk
khusus ya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
sebenarnya disamping diklat-diklat yang sudah kita
programkan ini ada diklat-diklat lain yang bharus Kkita
laksanakan, yaitu diklat tekhnis dan diklat fungsional, diklat

tekhnis dan diklat fungsional ini biasanya atau diprogramkan
oleh dinas masing-masing unit kerja masing-masing karena yang
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mengetahui kebutuhan akan diklat tekhnis dan diklat fungsional
ini adalah unit kerja masing-masing, demikian.

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan lebih merupakan
kewajiban yang memang harus dilasanakan, karena yang dilaksanakan dan
terfokus hanya kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan
Kepemimpinan. Hal ini seperti terdapat dalam wawancara dengan Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan :

“Untuk pelaksanaan Diklat PNS yang kita laksanakan adalah
hanya Diklat Prajabatan golongan I, DiklatPim IV”.

Sehubungan dengan Langkah-langkah dan kebijakan yang telah
dilakukan oleh Bidang Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan
pengembangan kapasitas aparatur PNS, Kepala Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Bapak Drs. NUJULUDIN mengatakan bahwa :

Ya terima kasih, langkah-langkah yang telah kita lakukan
khususnya peningkatan kapasitas aparatur PNS dilingkungan
kabupaten Kotawaringin Barat pertama program kemudian
anggaran, khusus untuk program itu seperti yang Kkita
sampaikan tadi adalah program memang program wajib
berdasarkan analisa kebutuhan kita, kemudian anggaran setiap
tahun kita ajukan tentunya berdasarkan kepentingan atau
kebutuhan diklat kita di Kabupaten Kotawaringin Barat,
demikian.

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Drs. TENGKU ALI
SYAHBANA, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten

Kotawaringin Barat, bahwa :
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Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara aturan
bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun kota
bahwa untuk bidang diklat ini masih include ataupun
Tupoksinya masih melekat di Badan kepegawain daerah
contohnya di BKD Kotawaringin Barat karena beberapa
ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga Administrasi Negara
bahwa pola diklat kita atau badan Diklat kita yang ada di
Propinsi kita pun masih akan di akreditasi kembali ini termasuk
sarana prasarananya pendukungnya, kemudian kesiapan
widyaiswaranya atau pengajarnya termasuk aspek-aspek lainnya
untuk mendukung kegiatan daripada diklat, diklat ini terbagi
Diklat fungsional, diklat struktural dan diklat tekhnis, jadi 3
komponen inilah yang menurut kami bahwa di Badan
Kepegawaian ini juga karena sifatnya hanya mengakomodir
sementara kelembagaan yang diklat harus disesuaikan dengan
sertifikasi dan akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian hanya melaksanakan
Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, yaitu Diklat Prajabatan golongan Il
dan DiklatPim Tingkat IV namun belum melaksanakan diklat teknis dan
fungsional.

Terkait dengan bahwa Badan Kepegawaian hanya melaksanakan
Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan saja dan tidak melaksanakan dikalt-
diklat fungsional lainnya, dapat dilihat melalui pernyataan Bapak
Bambang Wahyusuf, SH selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Per
Undang-undangan Bagian Hukum Seckretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2014 jam

12.19 WIB, di ruang kerja beliau), yaitu :
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Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwasanya
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu sangat
kurang sekali kalau bisa dibilang minim sehingga itu
membutuhkan penanganan serius dalam hal ini salah satunya
organisasi dari perangkat daerah yang menanganinya tentunya
harus mempunyai cakupan yang lebih luas lagi yaitu dalam
bentuk badan yang berdiri sendiri di luar dari pada Badan

Kepegawaian karena selama ini kan yang menangani cuma

Badan Kepegawaian kemudian yang diklat-diklat yang lain yang

berkaitan dengan tenaga fungsional itu banyak dkelola SKPD

masing-masing, contoh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan di

Inspektorat itu mereka mengirimkan pesertanya sendiri untuk

mengikuti diklat diluar daerah atau mengadakan diklat sendiri

untuk tenaga-tenaga fungsional akan tetapi yang tenaga-tenaga
non fungsional ataupun fungsional umum jarang sekali ikut
kegiatan-kegiatan diklat.

Diklat lain seperti diklat teknis dan fungsional tersebar di SKPD
tertentu tidak hanya di BKD, sehingga anggaran diklat juga tersebar di
SKPD tertentu. Diklat-diklat tersebut tidak terpusat di BKD sehingga
kurang termonitor capaiannya. Diklat lain dilaksanakan di luar daerah
karena factor bahwa BKD belum terakreditasi dan bukan lembaga diklat.
Fasilitas sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum memadai serta
para pengajar dan widyaiswara juga belum mencukupi.

Kedua pendidikan dan pelatihan tersebut selalu menjadi perhatian
karena jika tidak dilaksanakan maka aka nada temuan Inspektorat
Kabupaten atau Provinsi, hal ini berdampak pada pegawai yang
bersangkutan yang memungkinkan terjadi pembatalan pengangkatan dar
calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, atau bagi yang
menduduki jabatan jika belum mengikuti pendidikan dan pelatihan maka
jabatannya akan ditarik.

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan belum sepenuhnya

menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh PNS seperti kompetensi dan
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profesionalisme karena sifatnya hanya mengatasi persyaratan bagi pegawai
yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan kebijakan untuk pendidikan dan pelatihan PNS baik
dilihat dari anggaran maupun kebijakan pengaturan sebagai implementasi
dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 belum pernah dibuat,
seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
pada Badan Kepegawaian saat wawancara bahwa belum ada kebijakan
pengaturan dari pemerintah daerah mengenai diklat, yang ada hanya
pengaturan tugas belajar dan ijin belajar berupa Peraturan Bupati.

Hal ini menggambarkan bahwa perhatian dari pemangku kepentingan
dan pihak yang terkait dengan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan PNS
terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum
maksimal sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak
bahwa selama ini untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS hanya
diserahkan pada bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan
Kepegawaian.

Dari sisi peraturannya saja belum memberi dukungan terhadap kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan, selain itu juga ada masalah pengaturan anggaran,
fasilitas, sumber daya aparatur yang melaksanakan, koordinasi pihak terkait.
Hal ini merupakan factor yang berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan PNS.

Anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS dimasukkan
dalam anggaran Badan Kepegawaian dan telah ditentukan besarnya untuk

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan pelatihan
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kepemimpinan. Artinya pengembangan PNS melalui pendidikan dan
pelatithan sudah terbatas dilihat dari sist anggaran.
Untuk lebih jelasnya angggaran yang dialokasikan untuk Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ktw barat pada lima tahun

terakhir dapat dilihat pada Grafik Berikut :
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Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan juga tidak terlepas dari fasilitas
yang tersedia termasuk sumber daya aparatur yang melaksanakannya seperti
staf pelaksana maupun widyaiswara atau fasilitator lainnya. Karena tugas
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjadi bagian tugas Badan
Kepegawaian, tentu saja fasilitas untuk pendidikan dan pelatthan pun
menggunakan fasilitas yang ada di Badan Kepegawaian. Disini terlihat
kendala yang semestinya Badan Kepegawaian hanya melaksanakan tugas
kepegawaian saja sedangkan adanya tugas-tugas bidang pendidikan dan
pelatihan manjadikan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya tidak efektif
dan efisien. Hal ini sumber daya yang ada terbagi baik fasilitasnya maupun
personilnya.

Sesuai wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian
Bagaimana dengan pengembangan kapasitas aparatur dilingkungan PNS
kabupaten Kotawaringin Barat khususnya melalui diklat? Menurut Kepala
Badan Kepegawaian :

Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan

kapasitas aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan bahwa

PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa namanya

sudah masuk didalam rencana Kkerja daripada Badan

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu peningkatan

SDM baik tugas belajar atau izin belajar maupun diklat-diklat

fungsional ataupun bimtek yang dilaksanakan oleh SKPD yang

ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini,
nah dengan sistem peningkatan kompetensi ini melalui diklat
apakah itu tugas belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat
lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi

Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat.
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Untuk memecahkan permasalahan ini harus ada komitmen dari semua
pihak untuk mengembangkan atau meningkatkan Sumber daya aparatur
PNS melalui pendidikan dan pelatihan antara lain dengan meningkatkan
anggaran pendidikan dan pelatihan, membuat kebijakan pengaturan terkait
dengan pedidikan dan pelatihan, menyediakan fasilitas yang memadai,
menyiapkan sumber daya aparatur yang menangani pendidikan dan
pelatihan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sumber daya aparatur
PNS melalui pendidikan dan pelatihan akan berjalan dengan baik jika
adanya Komitmen dari semua pihak terkait, anggaran yang memadai,
fasilitas yang mendukung dan suber daya aparatur yang mumpuni serta

adanya kebijakan dan peraturan yang jelas dan tegas.

2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negert Sipil
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dirumuskan adalah
hasil dari strategi yang diperoleh dalam melakukan analisis lingkungan
internal dan analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis
SWOT.

Mengacu pada kebijakan umun dan program pembangunan daerah di
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) prioritas 8, yaitu Perbaikan dan pelaksanaan

tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan
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kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik,

serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk
peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah.

Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen,
perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan
prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai
negen sipil.

Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business
process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan
keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar
makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik,
regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.

Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi
dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran
sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan
dengan perumusan standar pelayanan minimum.

Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.
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2. Strategi Yang Dilakukan Oleh Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat Dalam Mengatasi Kendala Dan Hambatan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis

memilih strategi yang akan dikembangkan vaitu :

1) Memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya

manusia dan selektif dalam pemilihan diklat yang akan diikuti

Adapun alasan pemilihan strategi ini adalah bahwa tugas pokok dan
fungsi dari sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada
ntinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai
penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu
memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam
pembangunan;, menjadi innovator dan kreator yaitu menghasilkan
inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan
pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu
bersemangat mengabdi dengan berorientasi pada fungsi pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan
keikhlasan dan ketulusan.

Perlu adanya dukungan sumber daya manusia aparatur Pegawai
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta
kewajibannya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik,
sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil tersebut memang

memerlukan peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan
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melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan
melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus,
pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang
berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis
maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku sumber daya manusia
aparatur Pegawai Negeri Sipil. Meskipun merubah pola pikir, moral dan
perilaku sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil melalui
diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan.

Kompetensi jabatan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri
Sipil, secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, sikap,
dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya
(Mustopadidjaja, 2002).

Disini kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari
mdividu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya.
Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge),
keterampilan (sk#/l), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi
dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien,
rasional, transparan, dan akuntabel. Jadi, pelayanan publik merupakan
pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat menggerakkan
roda perekonomian menuju Kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan strategi
peningkatan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil,

melalui pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan
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sumber daya manusia yang memadai merupakan sesuatu yang sangat
mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran
aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Tak dapat dipungkiri, pendidikan dan pelatihan merupakan salah
satu pendekatan utama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia
aparatur Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan,
karena pendidikan dan pelatihan mempunyai peran strategis terhadap
keberhasilan mencapai tujuan pemerintah.

Oleh karena investasi yang dibuat di bidang sumber daya manusia
tidak kecil dalam bentuk biaya, tenaga dan waktu, maka perlu
diupayakan untuk memaksimalkan ketersedian anggaran pengembangan
sumber daya manusia agar program pelatihan dan pengembangan disusun
berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat, dengan sasaran yang jelas, isi
program yang paling sesuai dengan kebutuhan, penerapan prinsip prinsip
belajar yag paling relevan, pelaksanaan program dengan menggunakan
teknik teknik belajar mengajar yang paling cocok dan penilaian
berdasarkan kriteria yang obyektif, tidak hanya melihat dar sudut
teknikal, akan tetapi juga pelatihan dan pengembangan yang telah

diselenggarakan.
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2) Memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja Pegawai
Negeri Sipil

Adapun alasan pemilihan strategi ini adalah bahwa dengan adanya
sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai yang terukur akan
didapatkan data-data pegawai dengan berbagai kategori, mulai dari
pegawal yang mempunyai prestasi sangat menonjol sampai dengan
pegawai yang sangat tidak produktif. Dengan adanya data tersebut dapat
disusun rencana tindakan terhadap berbagai kategori pegawai tersebut.
Misalnya, bagi pegawai yang kinerjanya baik dapat diusulkan untuk
promosi. Bagi yang tidak produktif dapat diusulkan untuk mengikuti
diklat untuk peningkatan produktivitas dan sebagainya.

Sistem penilaian kinerja dan prestasi pegawai yang ada selama ini
adalah dengan adanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).
Selama ini DP-3 hanya berguna untuk kepentingan naik pangkat pegawai
semata. DP-3 yang seharusnya diisi setiap tahun oleh atasan langsung,
namun pada kenyataannya DP-3 tersebut dibuat oleh pegawai yang
dinilai dan itupun dibuat apabila yang bersangkutan akan naik pangkat
(tidak tiap tahun). Dengan demikian DP-3 tidak bisa dijadikan tolok ukur
dalam penilaian kinerja dan prestasi pegawai.

Sistem penilaian kinerja ini terkait dengan berbagai aspek lain dalam

manajemen pegawai sebagai mana tergambar dalam skema berkut

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 181

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

Gambar 4.6.

Skema Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri
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Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci

guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena

adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi

telah memanfaatkan secara baik atas sumber daya manusia yang ada

dalam organisasi. Dalam penilaian kinerja pegawai, diperlukan informasi
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yang relevan dan reliabel tentang prestasi kerja masing-masing individu.
Di samping informasi yang lengkap, informasi juga diharapkan
berkualitas dan valid, artinya mampu menggambarkan kinerja pegawai
secara baik. Informasi tersebut juga diperlukan untuk perencanaan karir
pegawai. Penyediaan informasi secara akurat, lengkap dan valid hanya
dapat dilakukan jika ada sistem pengorganisasian informasi secara baik.

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat
bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-
kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual dan aspek
organisasional. Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi menurut
Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 225) adalah :
a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
b. Perbaikan kinerja
c. Kebutuhan latihan dan pengembangan
d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi,

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai

f  Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai

Buku kinerja pegawai dibuat untuk perorangan, yang memuat
informasi sebagai berikut :
a. Data umum kepegawaian berupa Nama, NIP, Pangkat/Golongan,
Pendidikan, Diklat yang pemah diikuti, riwayat pangkat dan riwayat

jabatan
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b. Informasi tentang tingkat kehadiran pegawai yang bersangkutan

c. Informasi tentang beban kerja yang telah diselesaikan oleh pegawai
yang bersangkutan

d. Daftar prestasi yang pernah diterima

e. Daftar tindakan disiplin yang pernah diterima

f. Keluhan atasan terhadap sikap dan hasil kerja

g. Keluhan rekan kerja dan bawahan terhadap sikap dan hasil kerja

Buku kinerja ini dibuat secara periodik setiap enam bulan berdasarkan
pemantauan yang dilakukan oleh pejabat penilai selama enam bulan
berjalan. Buku ini dihimpun setiap tahun pada pegawai yang menangani
administrasi kepegawaian pada masing-masing unit kerja dan dijadikan
pertimbangan dalam mengambil rencana tindakan kepegawaian pada unit
kerja tersebut. Rekap buku kinerja masing-masing unit kerja dihimpun
pada Badan Kepegawaian Daerah untuk kemudian dijadikan data base
kepegawaian.

Informasi dalam buku kinerja pegawai menjadi informasi dasar dalam
upaya perbaikan kinerja. Sebagai potret diri maka buku kinerja pegawai
akan bermanfaat sebagai dasar dalam pemberian pengarahan atau
mengajarkan perilaku baru yang mendukung perbaikan kinerja. Selain itu
buku kinerja pegawai dapat bermanfaat sebagai alat pemotivasi para
pegawai karena informasi kinerja yang disampaikan dalam buku kinerja
tersebut sebagai acuan dalam pemberian reward and punishment.

Motivasi dapat memacu semangat seorang pegawai untuk berprestasi

yang tergolong pada achievement motivation, motif yang mendorong
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serta menggerakkan seseorang untuk berprestasi dengan selalu
menunjukkan peningkatan ke arah standard excellence, sebagaimana
yang dikemukakan Mc Clelland dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003 :
194).

Sistem pelaporan prestasi pegawai dalam bentuk buku kinerja
melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dinilai dan yang menilai. Ada
beberapa teknik untuk memetakan dua pihak penilai dan yang dinilai
tersebut, yaitu atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasannya atau
setiap pegawai menilai teman kerjanya sendiri secara horisontal. Melihat
struktur pemerintahan yang hirarkis maka teknik atasan mengevaluasi
bawahan sangat mungkin diterapkan. Atasan sebagai sumber feedback
menginformasikan prestasi atau kinerja bawahannya. Pegawai yang
mempunyai prestasi kerja cukup baik diberikan penghargaan (reward)

yang bisa memotivasi pegawai lain untuk berprestasi.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Dengan melakukan komparasi dan melihat keterkaitan terhadap
kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kotawaringin Barat, maka dapat dikolaborasikan program dan kegiatan
yang diperlukan untuk merumuskan serangkaian program pengembangan
sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Program yang dirumuskan berdasarkan rencana yang telah disusun
adalah :
a. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pegawai
Negeri Sipil.
Kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk program ini adalah :
1) Menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang akan
dilaksanakan.
2) Menentukan sasaran pendidikan dan pelatihan
3) Menetapkan isi program dalam pendidikan dan pelatihan
4) Mengidentifikasi manfaat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
5) Melakukan penilaian terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah
dilaksanakan.
b. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business
process)
Kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk program ini adalah :
1) Sosialisasi pemakaian buku kinerja pegawai
2) Pembuatan dasar hukum pemakaian buku kinerja
3) Pembuatan Buku Kinerja Pegawai
¢. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan
layanan
Kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk program ini adalah :
1) Pengembangan data base kepegawaian untuk pelayanan prima

bidang kepegawaian
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2) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Program

dan Aplikasi komputer

F. ANALIS DAN PEMBAHASAN
1. Analisis SWOT pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin
Barat
a. Kekuatan
Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya
manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
1) Komitmen pimpinan
2) Sarana dan prasarana yang mendukung
3) Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia
4) Tersedianya data base kepegawaian
5) Tingginya minat dari pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan
b. Kelemahan
Adapun kelemahan dalam pengembangan sumber daya manusia
aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah :
1) Terbatasnya kualitas pegawai
2) Penilaian kinerja dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil kurang
terukur

3) Kurangnya evaluasi
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¢. Peluang

Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya
manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1) Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah

2) Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur
Pegawai Negeri Sipil

3) Tuntutan masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih meningkatkan
profesionalismenya

4) DPRD yang akomodatif

5) Perkembangan teknologi

. Ancaman

Adapun ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan
sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

5. Masih adanya intervensi pemerintah tingkat atas

6. Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam

2. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Badan

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat

Pendidikan dan Pelathan adalah merupakan upaya untuk

mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan
kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. (Notoadmodjo, 2003:28).

Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah :
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. Mengubah paradigma/cara pandang, mind set, pola pikir, pola sikap, dan

pola tindak untuk kaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan

mengembangkan learning organization;

. Menumbuhkembangkan nilai — nilai moral, meningkatkan kecerdasan

spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk
melaksanakan tugas, yang menyatu dengan kemampuan kepemimpinan,

managerial, skill dan knowledge;

. Mengubah cultural set untuk membangun sikap, perilaku, dan

management beliefts dan values aparatur;

Membangun karakter dan jati diri;

e. Diklat berbasis kompetensi :

- Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas
jabatan yg diduduki;

- Meningkatkan kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi;

- Memiliki kompetensi menerapkan iptek baru untuk peningkatan
kinerja organisasi;

- Mengembangkan teknologi informasi (e-government) dan berbagai

keterkaitannya (e-procurement, e-bidding, e-oftice).
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a) Analisis Peluang Eksternal

1) Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa angin segar bagi
pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana daerah diberikan
kewenangan yang lebih besar dalam mengurus diri sendiri, termasuk
di dalamnya pengurusan aparatur Pegawai Negeri Sipil.

2) Tuntutan masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih meningkatkan
profesionalismenya
Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan
pemerintahan yang berkualitas dan bersih, menjadikan dorongan bagi
Pemerintah Daerah menetapkan serangkaian kebijakan dalam
perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai
Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kualitas aparatur Pegawai
Negeri Sipil.

3) DPRD yang semakin akomodatif
Fungsi pengawasan badan legislatif daerah (DPRD) terhadap birokrasi
pemerintah semakin intensif seiring dengan perkembangan tuntutan
dan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD semakin kritis dalam
mensikapi kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif, dimana
kebijakan yang diambil harus lebih transparan.

4) Perkembangan teknologi
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama dalam
sistem teknologi informasi dan telematika yang di dalamnya

mencakup intemet dan web dapat dimanfaatkan dalam sistem
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perencanaan pengembangan pegawai negeri sipil. Dalam mendukung
perencanaan pengembangan sumber daya manusia tersebut diperlukan
suatu birokrasi yang terbuka dan on line setiap saat, dimana dengan
keadaan tersebut masyarakat dapat langsung mengakses informasi
pemerintah secara efisien dan lebih transparan, hal tersebut juga dapat
menghemat waktu dan biaya.
5) Terbukanya kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional

Saat ini telah ada beberapa peraturan yang memberikan peluang bagi
pegawai untuk menjadi tenaga fungsional. Di antaranya terdapat
ketentuan bahwa di setiap unit kerja harus memiliki jabatan fungsional
perencana yang membuka peluang bagi pegawai untuk menjadi

pejabat fungsional perencana.

b) Analisis Ancaman Eksternal

1) Masih adanya intervensi dari pemerintah tingkat atas
Masih kuatnya wewenang pemerintah pusat dalam pengembangan
sumber daya manusia di daerah, seperti penyesuaian pangkat karena
pendidikan (BKN).

2) Tidak tersedianya lapangan kerja setelah pensiun
Kebijakan pensiun dini yang ditawarkan untuk penataan pegawai tidak
mendapatkan respon dari pegawai karena ada ketakutan pegawai tidak

memperoleh lapangan kerja pengganti.
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3) Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang beraneka ragam
menyebabkan banyak keinginan dan tuntutan yang berbeda satu sama
lain apalagi dihubungkan dengan keadaan perubahan melalui arus
reformasi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

4) Pengaruh pihak luar dalam pengembangan pegawai
Adanya pengaruh dari pihak luar seperti DPRD dan pihak yang dekat
dengan sumber kekuasaan dapat menjadi ancaman dalam
pengembangan sumber daya manusia. Misalnya DPRD sebagai
lembaga legislatif dalam penentuan kebijakan di daerah dapat
mempengaruhi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
aparatur Pegawai Negeri Sipil.

5) Peraturan yang sering berganti
Dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri
Sipil sering kali terjadi penggantian peraturan. Contohnya bergantinya
peraturan tentang struktur organisasi perangkat daerah yang
berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena adanya perampingan

organisasi yang mengakibatkan terjadinya pembebasan jabatan.

¢) Analisis Kekuatan Internal
1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur
Pegawai Negeri Sipil
Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan dan melaksanakan

pemerintahan yang bersih dan berkualitas, hanya akan terwujud
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dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan
memiliki dedikasi terhadap tugas yang diembannya. Komitmen ini
terlihat dalam hal pengalokasian dana untuk pengembangan sumber
daya manusia serta memberikan kesempatan Kkepada staf untuk
mengikuti tugas belajar.

2) Sarana dan prasarana yang memadai
Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia
aparatur, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat dinilai cukup mendukung, karena jumlah yang
dimiliki relatif memenuhi kebutuhan dan dari segi teknologi juga tidak
ketinggalan, seperti tersedianya peralatan komputer dengan internet
dan telefon.

3) Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia
Dalam anggaran setiap unit kerja dianggarkan dana pengembangan
sumber daya manusia, yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai untuk
mengikuti diklat. Total belanja pengembangan sumber daya manusia
yang ada dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013
adalah sebesar Rp. 1.016.477.700,- (Satu milyar enam belas juta
empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

4) Tersedianya data base Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri
Sipil, ketersediaan data yang valid merupakan hal yang mutlak dalam

perencanaannya. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah selalu
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membenkan dukungan dengan memberikan data-data pegawai yang
terperinci.

5) Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat
Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat dapat dilihat dari

setiap ada tawaran diklat yang datang, selalu banyak yang mendaftar.

d) Analisis Kelemahan Internal

1) Rendahnya kualitas pegawai
Masih banyak pegawai yang belum profesional dalam melaksanakan
tugas. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki dan
rendahnya semangat kerja.

2) Penilaian kinerja dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sulit diukur
Prestasi kerja dan kinerja hanya diukur dari penilaian atasan langsung
dan dari hasil penilaian DP-3 yang sebenamya masih dipertanyakan
keobyektifannya.

3) Lemahnya pengawasan
Pengawasan yang dilakukan selama ini lebih dominan pengawasan
kepada masalah keuangan atau penggunaan anggaran.

4) Kurang terjalinnya koordinasi antar unit kerja
Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh unit
kerja yang terpisah merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan

pengembangan pegawai.
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5) Kurangnya evaluasi pemanfaatan hasil diklat

Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun hasil tugas jarang

sekali dilakukan dalam bentuk formal, evaluasi lebih ditonjolkan pada

penggunaan anggaran, schingga Kkegiatan yang sebenarnya perlu

diperbaiki terulang kembali pada kegiatan-kegiatan tahun selanjutnya.

4. Matrik Faktor Strategi Eksternal (Eksternal Strategic Factors Analysis
Summary/EFAS)

Matrik Faktor Strategi Eksternal Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berkut :
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6. Matrik Internal Eksternal
Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di atas, dapat diketahui posisi
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan sumber

daya manusia aparatur sebagaimana tergambar dari Matrik Internal

Eksternal berikut :
Tabel 4.20.
Matrik Internal Eksternal
Total Skor Faktor Strategis Internal

= Kuat Rata-rata Lemah
€ 4,0 3,0 2,0 1,0
% posisi saat ini
& 3 [ [ I
» E Pertumbuhan Pertumbuhan Penciutan
o
1) 3.0 (2,77 : 3,01)
i
2 5
s © \Y Vv Y
X o Stabilitas Pertumbuhan Penciutan
o S Stabilitas
L =
e 2,0
7]
E <
°o 3 Vii Vi IX
5 Pertumbuhan Pertumbuhan Likuidasi

14

1,0

Dengan demikian posisi pengembangan sumber daya manusia aparatur
Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
pada sel I, dengan Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Pada
kondisi ini menghendaki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
melakukan ekspansi dari kebijakan yang ada dalam pengembangan sumber

daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan yang ada selama ini
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telah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi untuk memperoleh sumber
daya manusia aparatur Pegawai Negen Sipil yang lebih berkualitas.

Matrik SWOT pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai
Negen Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada

gambar berikut :
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Berdasarkan Matrik SWOT tersebut, dapat dijelaskan strategi sebagai
berikut :
A. Strength dengan Opportunities (SO)

Data-data yang ada dapat dijadikan pedoman dalam setiap
pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga
hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kekuatan
yang ada tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang
muncul, berkaitan dengan keadaan tersebut maka strateginya adalah
memanfaatkan tersedianya data Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan mutu
profesionalisme pegawai, tersedia peluang bagi pegawai untuk
menduduki jabatan fungsional. Tingginya minat pegawai untuk
mengikuti diklat dapat memanfaatkan peluang terbukanya kesempatan
untuk jabatan fungsional dengan demikian strategi yang dapat
dilakukan adalah mengembangkan jabatan fungsional.

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini dimana setiap orang dapat
berhubungan dengan dunia luar tanpa hambatan batas wilayah dapat
menjadi peluang dalam hal pengembangan pegawai. Setiap pegawai
dapat mengakses informasi yang dibutuhkan seperti data kepegawaian,
peraturan kepegawaian dan lain-lain. Ketersediaan data secara on line
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan dan
pengembangan sumber daya manusia, maka strateginya adalah
penerapan IT (Information Technology) dalam pengembangan

sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 202

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41783.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Weaknesses dengan Opportunities (WO)

Peningkatan kualitas aparatur Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu
hal yang mutlak harus dilakukan dalam menghadapi arus perubahan yang
semakin cepat dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja.
Salah satu tuntutan dalam masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih
meningkatkan profesionalismenya perlu respon yang baik dari
pemerintah dengan suatu perencanaan pengembangan sumber daya
manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil yang baik dan terarah sebagai
upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melihat
adanya peluang tersebut maka strateginya adalah meningkatkan kualitas
pegawai.

Dalam penilaian kinerja ini perlu adanya ukuran yang objektif, pasti
dan transparan, untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar pegawai
dan untuk memperoleh pegawai yang memiliki kualitas dan semangat
kerja tinggi. Melihat begitu pentingnya suatu penilaian yang baik, maka
strateginya adalah memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi
kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan yang baik akan meminimalkan kesalahan-kesalahan
yang mungkin timbul dan akan menghilangkan tindakan yang
menyimpang. Hal tersebut menjadi strategis karena manfaat yang
dimilikinya sangat menunjang perencanaan dan pengembangan sumber

daya manusia, maka strateginya adalah meningkatkan pengawasan.
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C. Strength dengan Threats (ST)

Pemerintah Daerah dihadapkan pada kenyataan bahwa belum
maksimalnya pegawai di dalam penguasaan dan pemanfaatan alat
teknologi yang ada, kecanggihan komputer dan perangkat pendukungnya
menjadi tidak ada artinya apabila tidak ada yang mampu
mengoperasionalkan secara maksimal. Keadaan yang demikian perlu
ditanggapi secara baik dan responsif, karena akurasi dan kecepatan untuk
memperoleh data dalam perencanaan pengembangan sumber daya
manusia aparatur sangat dibutuhkan, dan penggunaan kekuatan dan
pemanfaatan hambatan tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan
sarana dan prasarana yang tersedia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan memerlukan anggaran
agar dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu juga dalam
perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai
Negeri Sipil. Melihat besarnya kekuatan tersebut maka strateginya adalah
memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya
manusia.

Penggunaan anggaran perlu adanya skala prioritas dan tingkat
kepentingan suatu kegiatan. Apabila efisiensi dan prioritas kegiatan tidak
dijadikan dasar maka anggaran itu akan menjadi permasalahan tersendiri
bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kegiatan selanjutnya, dengan

demikian strateginya selektif dalam pemilihan diklat yang akan diikuti.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 204

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



10141783 pel UNIVERSITAS TERBUKA
D. Weaknesses dengan Threats (WT)

Perencanaan merupakan bagian awal dari suatu kegiatan sehingga
menjadi hal yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan, maka
strateginya adalah meningkatkan kemampuan dalam perencanaan.

Pelaksanaan koordinasi yang baik akan meminimalkan ancaman-
ancaman yang mungkin timbul seperti adanya intervensi dari pemerintah
tingkat atas. Koordinasi yang tidak jalan akan mengacaukan perencanaan
yang dibuat dan akhirnya akan memberikan hasil yang tidak sesuai
dengan tujuan, maka strateginya adalah meningkatkan koordinasi antar
unit kerja.

Evaluasi yang baik dapat menghindari ancaman akibat adanya
pengaruh pihak luar dalam pengembangan SDM, sehingga strateginya

adalah meningkatkan evaluasi.
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Mengacu kepada pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil
kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan
pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil sangat
kompleks, yang timbul baik dari faktor internal organisasi maupun dari faktor
eksternal organisasi, dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa pengembangan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan
pelatihan akan berjalan dengan baik bilamana adanya komitmen dari
semua pihak terkait, angggaran yang memadai, fasilitas yang
mendukung, sumber daya aparatur yang mumpuni, serta adanya
kebijakan dan pengaturan yang jelas dan tegas.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan dan
pelatihan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2000 sudah berjalan
dengan baik dan lancar namun masih belum berjalan secara maksimal hal
ini disebabkan antara lain belum dibuatnya pengaturan yang
koperehensip, anggaran yang belum memadai, falitas yang masih kurang,
tenaga pengajar yang belum mencukupi, masih kurangnya pemahahaman
dari para pihak terkait akan pentingnya Pendidikan dan Pelatihan dan

anggaran yang masih terbatas.
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Mengacu pada kebijakan umun dan program pembangunan daerah di
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maka strategi yang dilakukan dalam
perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai
Negenn Sipil adalah dengan memaksimalkan tersedianya anggaran
pengembangan sumber daya manusia dan selektif dalam pemilihan diklat
yang akan diikuti dan perlu adanya Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat yang didukung dengan anggaran yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa

saran sebagai berikut :

I

)

Meningkatkan kemampuan dan keahlian Pegawai Negert Sipil yang
menangani perencanaan pengembangan pegawai bukan hanya dalam
bidang manajerial saja tetapi juga dalam bidang teknis fungsional. Serta
selektif dalam pemilihan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti oleh
Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat memaksimalkan ketersedian
anggaran umtuk pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk melaksanakan
pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Kotawaringin Barat.
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3. Perlu adanya perhatian alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

4. Mengusulkan pembuatan aturan yang baku tentang sistem penilaian

kinerja dan prestasi kerja pegawai negeri yang lebih obyektif dan terukur.

5. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan jumlah sampel dalam

penelitian ini, disarankan pada peneliti selanjutnya mengadakan

penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dengan jumlah

informan yang lebih banyak pula untuk mendapatkan hasil penelitian

yang lebih menjangkau karakteristik masing-masing unit kerja.
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Lampiran 2
INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN TELAAH DOKUMEN:
1. Rujukan Peraturan Pusat dan juknis serta juklak pusat
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Dokumen Anggaran dan Anggran Perubahan Badan Kepegawaian dan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013.

4. Dokumentasi terkait program Peningkatan Kapasitas Aparatur.

PEDOMAN OBSERVASI :

1. Sarana dan prasarana dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur.

2. Tuntutan masyarakat agar pns lebih meningkatkan profesionalismenya dalam
Peningkatan Kapasitas Aparatur.

3. Sarana pendukung lainnya yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Dokumen DUK PNS, Daftar PNS Tugas Belajar, Susunan Organisasi.
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e Kurangnya Evaluasi

¢ Dan lain-lain

3. Apa saja peluang dengan dilaksanakannya pengembangan kapasitas aparatur
pns tsb
Misal :
e Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah
¢ Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur
pns di kobar
¢ Tuntutan masyarakat agar pns lebih meningkatkan profesionalismenya
¢ DPRD yang akomodatif
¢ Perkembangan teknologi spt: [T

e Dan lain-lain

4. Apa saja yang menjadi ancaman yang dapat menghambat peningkatan
kapasitas aparatur pns tsb
Misal:
e Masih adanya intervenst pemerintah tingkat atas
o Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam
o Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pension

e Dan lain-lain
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BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor 300/ 04 I Kesbang il /2014

Dasar 1 Peraturan Pemernnlah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan
Kegiatan Peneltian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Peneliian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang
Asing
2 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendas! Peneltian
3 Peraturan Gubernur Kakmantan Tengah Nomor $9 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pembeanan lzin Peneliian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun Non Pemenntah

Men:mbang Sural dan Sdra JONI ISKANDAR, S.E, Nomor : Lepas Tanggal Maret 2014
Perhat Permohonan 1zin  Peneitan Program Pascasarjana Magister
Administrass Publik Universitas Terbuka.

Kepaia Badan Kesaluan Bangsa Poltk dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat,
memberikan rekomendas: kepada -

Nama / Objek JONIISKANDAR, S.E.

satatan/Tempat/

PIeias Mahasiswa Program  Pascasarjana Universitas Magister Administrasi  Publik
Universitas Terbuka Palangka Raya NIM 018788207

Uniuk 1 Melakukan Pengumpulan Data Penelitian untuk Keperluan Penyusunan Tugas

Akhir dengan Proposal berjudul "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT"
2 Llokasi Peneltian Pangkalan Bun

3 Waktu / Lama Penelitian - 3 { Tiga ) Bulan, Dari Tanggal 26 Maret 2014 s/d 26
Juni 2014

4 Bidang Aparatur Pamerintah.
Dervkaan rekomendas: «w dibhuat untok digunakan seperfunya.

Pangkalan Bun, 26 Maret 2014

KEPALA BARAN KES

N KNG, POLITIK DAN LUAMAS
KAEI? \TEN

“lsembina/'(i}_térha Muda
“NIP 15600245 198203 1 013

fsampaikan kepada yih

Gubernur Kalimantan Tengah

Up Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Prov Kalteng di P Raya
Bupat Kotawanngin Barat di P Bur,

Sekretans Daerah Kab Kotawaring:n Barat a1 ¥ Bun |

Kepata Badan Kepegawaian Daerah Kao Kotawanngin Barat di P Bun
Kepala Badan Perencanaan fPfembangunan Daerah Kab Kobar di P.Bun .
Kepaia UPBJJ-UT Palangkaraya dr P Raya

Mahas:swa Yang bersangkutan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



T 16/41783.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21126 - 23750, Fax. (0532) 21001 - 21016

Masuk PPs-UT Masa Registrasi 2012.2 Tahap I

IJIN BELAJAR

Nomor : 892/1t3} /BK.II

Berdasarkan Surat Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas
Terbuka, Nomor: 9291/UN31,4/UJ/2012, tanggal 04 Juni 2012 Perthal Pengumuman Hasil Tes

dan Surat Pemohonan Ijin Belajar an.

SYAHRUNI, S.Hut, dkk, setelah diteliti persyaratan yang disampaikan dan sesual Surat Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 892/303/SJ, tanggal 9 Januari 1990 perihal Petunjuk
Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawal Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor
. 60 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan tugas belajar dan ijin
belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan inl diberikan
Ijin Belajar kepada :

-

; Semester
| No Nama/Nip/Gol Unit Kerja Tahun Stu:;fgrr;'}‘m
: Akademik
{
1. | SYAHRUNI, S.Hut Kantor Penyuluhan /i S.2 Magiater
19730815 199903 1 012 Pertanian dan 2012/2013 | Administrasi Publik
} Penata Tingkat I (I11/d) Ketahanan Pangan Universitas
; Kabupaten Terbuka.
; Kotawaringin Barat
2. | ISKANDAR, SP Dinas Pertanian /11 S.2 Magiater
‘ 19710908 199803 1 006 dan Peternakan 2012/2013 | Administrasi Publik
5 Penata Tingkat I (III/d) Kabupaten Unliversitas
j Kotawaringin Barat Terbuka,
i .
3. | Ir. SURYATI Dinas Pertanian v S$.2 Maglater
19670205 199803 2 004 dan Peternakan 2012/2013 | Administrasi Publik
| Pembina (IV/a) Kabupaten Universitas
\i Kotawaringin Barat Terbuka.
' 4. | HAJAR SUGIHANDOYO, SP Dinas Pertanian /1l S.2 Maglater
‘ 19850912 200803 1 001 dan Peternakan 2012/2013 | Administrasi Publik
| Penata Muda Tingkat I (IIl/b) Kabupaten Universitas
Kotawaringin Barat Terbuka.
i 5. | SAMBANG TEGUH SANTOSO, ST Badan Lingkungan Iy S.2 Magiater
% 19721025 200003 1 002 Hidup Kabupaten 2012/2G13 | Administrasi Publik
! Penata Tingkat I (II1/d) Kotawaringin Barat Universitas
J Terbuka,
|
i 6 | I KETUT DJABAL WAHJUNIRAHMAN, RSUD Suiltan ) ) S.2 Magiater
S.KM Imanuddin 2012/2013 | Administrasi Publik
: 19690929 199203 1 013 Pangkalan Bun Universitas
‘ Penata Tingkat I (I1I/d) Terbuka.,
' 7. | NOVPRIDA AULINA PASARIBU, S.SI | Kantor Penyuluhan 10311 S.2 Maglater
| 19841123 200802 2 001 Pertanian dan 2012/2013 | Administrasi Publik
Penata Muda Tingkat I (I11/b) Ketahanan Pangan Universitas
Kabupaten Terbuka.
[ kotawaringin Barat
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8. | HAIRUNNISA, S.Hut Dinas Kehutanan I/ S.2 Magiater
| 19730423 200003 2 004 Kabupaten 2012/2013 | Administrasi Publik
; Penata Tingkat I (I1I1/d) Kotawaringin Barat Universitas
Terbuka.
i 9. | AHMAD RAFI'], S.Hut Dinas Kehutanan a S.2 Magiater
13820221 200501 1 005 Kabupaten 2012/2013 | Administrasi Publik
I Penata Muda Tingkat I (II1/b) Kotawaringin Barat Universitas
i Terbuka,
\ 10 ROSNI MUTIA, S.S0s Kelurahan Raja )0 S.2 Magiater
19691016 200604 2 004 Seberang Kec. Arut | 2012/2013 | Administrasi Publik
; Penata Muda Tingkat I (IIl/b) Selatan Universitas
| Terbuka.
| 11. | LETUS KILAT MANTIKEI, SH Sekretariat Daerah /1l S.2 Magiater
| 19700910 199603 1 005 Kabupaten 2012/2013 | Administrasi Publik
| Penata Muda Tingkat 1 (1Ii/b) Kotawaringin Barat Universitas
| Terbuka.
|
( 12. { JONI ISKANDAR, SE Kelurahan u $.2 Magiater
‘ 19760622 200604 1 013 Mendawal Kec. 2012/2013 | Administrasi Publik
< Penata Muda Tingkat I (111/b) Arut Selatan Universitas
, Terbuka.

|

dengan ketentuan :

A S

Ijin Belajar dimaksud.

Ijin Belajar diberikan di luar jam kerja;
Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
Tidak Menuntut Jabatan dan Pencantuman Gelar Kecuall Formasl Memungkinkan,

Berlaku hanya 1 (satu) tahun ajaran dan apabila diperlukan dapat mengajukan Perpanjangan’

Demikian Ijin Belajar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

P | AR
NOMOR : 8924383- /BK.IL

Berdasarkan Surat dari Koordinator Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2) Magister
Administrasli Publik (MAP) Universitas Terbuka tanggal 01 Oktober 2013 perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Belajar A.n. SYAHRUNI, S.Hut dkk (12 orang), setelah diteliti persyaratan yang
disampaikan dan sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun
2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah Pegawal Negerl Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor : 60 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pedoman
pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Ijin Belajar kepada :

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan

Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

¢ SYAHRUNI, S.Hut

19730815 199903 1 012

¢ Penata Tk.I (1I1/d).

Kasi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan
Perkebunan dan Kehutanan.
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

: ISKANDAR, SP

19710908 199803 1 006

Penata Tk.I (II1/d).

Kasi Pengembangan Produksi Pertanian TPH.
Dinas Pertanian dan Peternakan.

: Ir. SURYATI

19670205 199803 2 004

Pembina (Iv/a)

Kabid Pengembangan Produksi Pertanian.
Dinas Pertanian dan Peternakan.

HAJAR SUGIHANDOYO,SP
19850912 200803 1 001

Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana

Dinas Pertanian dan Peternakan. |
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Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan
Unit Kerja

: I KETUT DJABAL WAHJUNIRAHMAN, SKM

19690929 199203 1 013

Penata Tk.I (I11/d).

Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik.
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

NOVRIDA AULINA PASARIBU, S.Si

19841123 200802 2 001

Penata Muda Tk.I (I1/b)

Pelaksana ,

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

HAIRUNNISA, S.Hut

19730423 20003 2 004

Penata Tk.I (I1I/d).

Kasi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan Bidang RRLHK.
Dinas Kehutanan.

: AHMAD RAFI'1, S.Hut

19820221 200501 1 005
Penata (I1I/c)
Pelaksana

Dinas Kehutanan.

ROSNI MUTIA, S.Sos
19691016 200604 2 004
Penata MudaTk.I (II1/b)
Kasi Pelayanan Umum
Kelurahan Raja Seberang.

LETUS KILAT MANTIKEI, SH
19700910 199603 1 005
Penata MudaTk.I (III/b)
Pelaksana

Sekretariat Daerah.

! JONI ISKANDAR, SE

19760622 200604 1 013
Penata MudaTk.I (1I1/b)
Kasi Tata Pemerintahan
Kelurahan Mendawai.
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

®

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya
aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan
Hin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat.,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang—~Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang~
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
kenaikan Pangkat Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara 4910

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemirdahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi  kewenangan Kabupaten Kotawaringin  Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008
Nomor 14);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 4).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatli ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11,

12.

13.

14,

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

Badan Kepegawalan adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin
Barat;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan oleh pejabat yang
berwenang kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi;

Ijin Belajar adalah ljin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada
PNS yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang
lebih tinggi;

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
Keputusan Tugas Belajar dan atau Keputusan Ijin Belajar;

Relevansi Tugas adalah kesesualan antara tugas pokok dan fungsi pada unit
kerja/ Instansi dengan jurusan/ program studi/ konsentrasi pendidikan formal
yang akan ditempuh;

Jenjang Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi untuk
peningkatan pendidikan;

Program belajar jarak jauh adalah program belajar yang dilaksanakan oleh
lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Kelas Jauh adalah program belajar yang proses pembelajaran/
penyelenggaraan pendidikannya diselenggarakan di luar kampus yang tidak
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukan seseorang telah berhasil
lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim/ Lembaga tertentu yang
ditunjuk pemerintah untuk memberikan penilaian kepada sekolah/ lembaga
tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan
standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Tugas Belajar diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber
daya aparatur yang menguasal iimu pengetahuan dan teknologi untuk
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada suatu SKPD.

Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan atas analisa kebutuhan yang
dituangkan dalam rencana kebutuhan pendidikan setiap SKPD.

Rencana kebutuhan pendidikan setlap SKPD dapat diusulkan setiap tahun
kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya dijadikan
bahan untuk penyusunan Program Pembinaan dan Peningkatan Aparatur,

Pasal 3

PNS yang akan mengikuti program Tugas Belajar harus mengajukan
permohonan kepada Kepala SKPD masing-masing.

Kepala SKPD meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati melalui Kepala
Badan Kepegawaian, yang selanjutnya akan dibahas dalam tim seleksi.

Tugas Belajar akan diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berminat dan
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan
yang diusulkan oleh Tim Seleksi.

Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Baglan Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

Persyaratan untuk mengikuti Tugas Belajar sebagai berikut :

a.
b.

Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) tahun
terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “Baik”;

Sehat Jasmani dan rohani dan bebas narkoba berdasarkan Surat Keterangan
Dokter Pemerintah;

Tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani
hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang
dan atau berat;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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e. Pendidikan/ Ijazah, usia dan pangkat/ golongan ruang serta masa kerja :

1. Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Diploma Satu (D.I)/
sederajat bagi PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma
Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (S.1) atau sederajat, dengan
nilai rata-rata Ijazah seredah-rendahnya 6,5 (enam koma lima), usia setinggi-
tingginya 25 (dua puluh lima) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah-
rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b),

2. Diploma Dua (D.II)/ sederajat bagi PNS yang akan melanjutkan ke jenjang.

pendidikan Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (S.1)
atau sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima
puluh), usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun, pangkat/ golongan
ruang serendah-rendahnya Pengatur (1I/c);

3. Diploma Tiga (D.III)/ sederajat bagi PNS yany akan melanjutkan ke jenjang
pendidikan Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (S.1) atau sederajat dengan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima puluh), usia setinggi-
tingginya 30 (tiga puluh) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah-
rendahnya Pengatur Tingkat I (1I/d);

4. Strata Satu (S.1)/ Diploma Empat (D.IV)/ sederajat bagi PNS yang akan
melanjutkan ke jeniang pendidikan Strata Dua (S.2) atau sederajat dengan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), usia
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, pangkat/ golongan ruang
serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);

5. Pasca Sarjana (S.2)/ sederajat bagli PNS yang akan melanjutkan ke jenjang
pendidikan Doktor (S.3) atau sederajat dengan Indeks Prestasi kumulatif
(IPK) 3,25 (tiga koma dua puluh lima), usia setinggi-tingginya 40 (empat
puluh) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata (11I/c);

Bersedia mengabdi di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai pensiun sebagai
PNS

Pasal 5

Setiap Kepala SKPD yang akan mengajukan usul PNS Tugas Belajar harus
melampirkan :

a.

© "o aop0 o

Surat permohonan yang bersangkutan;

Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD/ Pimpinan Instansi.

Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;

Foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan);
Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir, |
Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;

Foto copy Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua)
tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang—~kurangnya “Baik”;

Daftar Riwayat Hidup (DRH);

Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang
menjalani hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat
sedang dan atau berat dari Kepala SKPD;

Surat Pernyataan tidak menggangu kedinasan;
Surat Persetujuan dari suami atau istri (bagi yang berkeluarga);
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Surat pernyataan bersedia mengabdi di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai
dengan pensiun sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 6

PNS Tugas Belajar berhak :

a.

Mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya, kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;

Mendapat bantuan dan tunjangan biaya pendidikan selama Tugas Belajar yang
besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali yang biayanya
dibebankan melalui APBN, bea siswa dari dalam atau luar negeri hanya dapat
diberikan untuk hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan keuangan
Pemerintah Daerah.

Pasal 7

PNS Tugas Belajar diwajibkan:

a.

Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Bupati;

b. Mentaati ketentuan peraturan disiplin PNS;
c.
d. Menglkutl keglatan perkuliahan sesuai jurusan/ program studi yang telah

Mentaati semua peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi;

ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan atau menambah jurusan/ program studi
lainnya;

Menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tiap semester kepada Bupati
melalui Kepala Badan Kepegawaian dengan melampirkan :

- Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir;
- Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir;
- Foto Copy Kartu Rericana Studi (KRS) yang dilegalisir;

Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Penghentian dan Pencabutan Tugas Belajar

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak menghentikan/ mencabut pemberian Tugas Belajar
apabila yang bersangkutan :

a.
b.

Meninggal dunia;

Sakit yar,g berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah dinyatakan
tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar;

Dikeluarkan dari Perguruan Tinggi karena melakukan perbuatan melanggar
ketentuan yang diatur oleh Perguruan Tinggi;

Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Bupati selama 2
(dua) semester berturut-turut;

Bekerja pada Instansi lain tanpa persetujuan Bupati;
Tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
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Bagian Kelima
Batas Waktu dan Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 9

(1) Batas waktu dan perpanjangan Tugas Belajar diberikan untuk :

a. Tugas Belajar dari pendidikan SLTA/ Sederajat ke jenjang pendidikan Diploma
I1I (D.III)/ Sederajat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat
diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

b. Tugas Belajar dari pendidikan SLTA/ Sederajat, Diploma Satu (D.I) ke jenjang
pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat diberikan
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1
(satu) tahun.

¢. Tugas Belajar dari pendidikan Diploma Dua (D.II) ke jenjang pendidikan
Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.1V)/ sederajat diberikan untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

d. Tugas Belajar dari pendidikan Diploma Tiga (D.III)/ sederajat ke jenjang
pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat diberikan
untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun, dan dapat diperpanjang
maksimal 6 (enam) bulan. ‘

e. Tugas Belajar dari pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/
sederajat ke jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S.2) diberikan untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

f. Tugas Belajar dari pendidikan Dokter, Apoteker ke jenjang pendidikan
Spesialis 1 diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat
diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

g. Tugas Belajar dari pendidikan Pasca Sarjana (S.2) ke jenjang pendidikan
Doktor (S.3) diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat
diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

h. Tugas Belajar dari pendidikan Spesiaiis I ke jenjang pendidikan Spesialis II
diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang
maksimal 1 (satu) tahun.

(2) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diperpanjang dengan
mempertimbangkan alasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan,
bukan karena kelalaian yang bersangkutan.

(3) Selama jangka waktu perpanjangan tidak lagi diberikan bantuan hiaya Tugas
Belajar. -

Bagian Keenam
Sanksi

Pasal 10
(1)PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan Pasal 7 akan dikenakan sanksi

pencabutan Keputusan Tugas Belajar.

(2)PNS yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) wajib
mengemballkan dana sebesar 5 (lima) kall lipat dari seluruh biaya pendidikan
yang telah diterima.
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(3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) adalah bagi PNS yang dicabut Tugas
Belajar karena yang bersangkutan meninggal dunia dan atau sakit yang tidak
bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan Tugas Belajarnya
berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah.

Baglan Ketujuh
Mengakhiri Tugas Belajar

Pasal 11

PNS yang telah selesal dan lulus dari Tugas Belajar segera kembali dan melaporkan
diri kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dengan membawa Surat
Pengembalian dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 12
PNS yang telah selesai dan lulus dari Tugas Belajar sebagaimana Pasal 13 akan
diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penempatan yang bersangkutan pada SKPD
sesuai disiplin ilmu yang diperolehnya.

Baglan Kedelapan
Biaya Tugas Belajar

Pasal 13
Biaya Tugas Belajar dibebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB III
DIN BELAJAR

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14
Ijin Belajar dapat diberikan secara selektif kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
Pasal 15

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mempertimbangkan :

a. Keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok fungsi atau
formasi pada SKPD;

b. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kantor/ kerja dan tidak mengganggu
pelaksanaan tugas pokok kedinasan;

C. Status kelembagaan pendidikan yang dituju harus sudah mendapatkan ijin
operasional dari Menteri Pendidikan Nasional/ terakreditasi sesuai peraturan
perundang-undangan yg berlaku.
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Pasal 16

(1) PNS yang akan meningkatkan pendidikan melalui Ijin Belajar harus mengajukan
permohonan kepada Kepala SKPD masing-masing dan Kepala SKPD meneruskan
kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya akan
dibahas dalam Tim Seleksi.

(2)Ijin Belajar diberikan oleh Bupati kepada PNS yang bermina: dan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Tim
Seleksl.

(3) Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diajukan sebelum PNS
mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.

(4) Ijin belajar diberikan muiai semester pertama pendidikan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dan selanjutnya diberikan perpanjangan untuk setiap tahun sesuai
jangka waktu pendidikan yang ditempuh.

(5) Untuk perpanjangan Ijin Belajar harus diajukan oleh yang bersangkutan melalui
Kepala SKPD dengan melampirkan :

a. Kartu Hasil Studi (KHS),
b. Surat Keterangan Aktif Kuliah darl Perguruan Tinggi;
¢. Keputusan Ijin Belajar sebelumnya.

Pasal 17

Pemberian ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tidak dapat
diberikan jika permohonan disampaikan pada saat PNS sudah menjalani pendidikan.

Baglan Kedua
Persyaratan Ijin Belajar

Pasal 18

Persyaratan Ijin Belajar adalah :
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) tahun
terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “Baik”;

c. Tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus;
d. Pendidikan/ Ijazah, usia dan pangkat/ golongan ruang serta masa kerja :

1. Melanjutkan pendidikan dari SD atau sederajat ke SLTP atau sederajat,
dengan pangkat/ golongan serendah-rendahya Juru Muda Tingkat I (I/b);

2. Melanjutkan pendidikan dari SLTP atau sederajat ke SLTA atau sederajat,
dengan pangkat/ golongan serendah-rendahya Juru (I/c);

3. Melanjutkan pendidikan dari SLTA atau sederajat atau Diploma Satu (D.I) ke
Diploma Tiga (D.III) atau Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) atau
sederajat, dengan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahya Pengatur
Muda Tingkat I (1I/b);

4. Melanjutkan pendidikan dari Diploma Dua (D.II) atau sederajat ke Diploma
Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) atau sederajat, dengan pangkat/ golongan
ruang serendah-rendahya Pengatur (II/c);
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5. Melanjutkan pendidikan dari Diploma Tiga (D.III) atau sederajat ke Diploma
Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) atau sederajat, dengan pangkat/ golongan
ruang serendah-rendahya Pengatur Tingkat I (11/d);

6. Melanjutkan pendidikan dari Diploma Empat {D.IV) atau Sarjana (S.1) atau
sederajat ke Pascasarjana atau sederajat, dengan pangkat/ golongan ruang
serendah-rendahya Penata Muda Tingkat I (111/b);

7. Melanjutkan pendidikan dari Pascasarjana (S.2) atau sederajat ke Doktor
(S.3) atau sederajat, dengan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahya -
Penata (111/c);

e. Bersedia mengabd! di Kabupaten Kotawaringin Barat sampail pensiun sebagai

PNS

Pasal 19

Kepala SKPD yang akan mengajukan usul Ijin Belajar PNS di lingkungannya harus
melampirkan :

a. Surat permohonan yang bersangkutan;

b. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;

c. Foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan);
d. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
e

. Foto copy sah Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2
(dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang - kurangnya "Bark”

f. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus dari
Kepala SKPD;

g. Surat pernyataan bersedia mengabdi di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai
pensiun sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 20

Ijin Belajar dapat dicabut apabila :
a. Pendidikan dilaksanakan pada jam kantor/ kerja;

b. Melakukan pelanggaran disiplin PNS dan sudah memiliki kekuatan hukum yang
tetap;

c. Dikeluarkan dari tempat pendidikannya.

Bagian Keempat
Program Belajar Jarak Jauh

Pasal 21

PNS hanya dapat diberikan Ijin Belajar pada Program Belajar Jarak Jauh Universitas
Terbuka (UT) dan Perguruan Tinggl lainnya yang telah mendapatkan ijin
penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional dan tidak dibenarkan mengikuti
pendidikan Kelas Jauh dalam bentuk apa pun, atau Perguruan Tinggi tersebut belum
mendapatkan ljin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional.
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Bagian Kelima
Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar Akademis

Pasal 22
PNS yang telah menyelesaikan pendidikan ijin belajar tidak menuntut penyesuaian
ijazah sesuai jenjang pendidikan yang diperolehnya, kecuali apabila formasinya ada
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23
PNS yang telah menyelesalkan pendidikan Ijin Belajar dapat diberikan pengakuan
gelar akademis.

BAB 1V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Terhadap PNS yang karena adanya tuntutan Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah harus meningkatkan pendidikannya (penyetaraan) dapat diberikan Ijin
Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak meninggalkan tugas pokok;
b. Waktu perkuliahan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Keputusan Tugas Belajar dan Keputusan Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dan telah diberikan kepada PNS sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap beriaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan/ peraturan yang

mengatur tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang bertentangan dengan
Peraturan Bupati inl dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal -- Oktober 2009 -

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

( —

N. Mw/o .
H. UIANG ISKANDAR, ST, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun
paca tanggal =1 Oktober 2009

KABUPATEN AWARINGIN BARAT,

Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si
NIP. 19551010 197901 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2009 NOMOR %0
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